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RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi cukai rokok, termasuk
kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan lapisan (layer) tarif cukai. Meskipun berbagai reformasi
tersebut telah diterapkan, harga rokok masih relatif terjangkau. Di sisi lain, pembahasan kebijakan
mengenai reformasi cukai rokok masih diwarnai oleh kekhawatiran bahwa kenaikan cukai hasil
tembakau dapat mengurangi kesempatan kerja dan melemahkan kinerja perekonomian. Namun,
kekhawatiran tersebut sebagian besar berfokus pada hubungan antara kenaikan cukai rokok,
penurunan permintaan rokok, dan dampaknya terhadap penjualan serta aktivitas ekonomi di sektor
tembakau, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak reformasi tersebut terhadap
perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian ini mengkaji dampak reformasi cukai rokok terhadap perekonomian secara keseluruhan
di Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output (I0). Dua belas skenario kebijakan yang
menggabungkan berbagai tingkat kenaikan cukai dan tingkat simplifikasi layer cukai dievaluasi,
bersamadenganempatskemaalokasipendapatanpemerintahdaricukaiyangberbeda.Penelitianini
menelaahbagaimanareformasicukairokokmemengaruhikonsumsirokok, pendapatan pemerintah,
output ekonomi, pendapatan agregat, danlapangan kerja di seluruh tingkat perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok menghasilkan dampak makroekonomi
yang positif di seluruh skenario simulasi. Cukai rokok yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi
rokok sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dan menghasilkan keuntungan bersih
dalam hal output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Analisis tersebut lebih lanjut
menunjukkan bahwa simplifikasi tingkatan cukai secara substansial meningkatkan efektivitas cukai
rokok, sehingga menghasilkan penurunan konsumsi rokok dan pendapatan pemerintah yang lebih
tinggi untuk setiap kenaikan tarif cukai.

Di antara skenario yang dianalisis, estimasi keuntungan makroekonomi bersih terbesar dicapai
melalui kenaikan tarif cukai sebesar 50% disertai dengan penyederhanaan layer tarif untuk rokok
linting tangan maupun rokok mesin. Dalam skenario ini, output ekonomi diperkirakan meningkat
sekitar Rp315,1 triliun dan pendapatan agregat rumah tangga sebesar Rp81,7 triliun, sementara
lapangan kerja bertambah sekitar 1,14 juta lowongan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa cukai rokok seharusnya dipandang tidak
hanya sebagai intervensi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagaiinstrumen kebijakan
fiskal dan ekonomi. Kenaikan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan penyederhanaan
berkelanjutan terhadap struktur tingkatan cukai, dapat secara bersamaan mengurangi konsumsi
rokok, memperkuat pendapatan pemerintah, dan menghasilkan dampak ekonomi positif secara
menyeluruh.
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TEMUAN UTAMA

P Reformasi cukai hasil tembakau merupakan kebijakan paling efektif terhadap
meningkatnya beban ekonomi. Beban ekonomi akibat merokok di Indonesia
meningkat 59% dalam enam tahun, dari Rp172 triliun pada 2019 menjadi Rp274
triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp353 triliun pada 2029 jika
prevalensi merokok tidak berubah. Kenaikan cukai rokok mendorong kenaikan
harga dan menurunkan konsumsi, sehingga dapat mengatasi sumber beban
ekonomi tersebut.

» Kenaikan cukai dan simplifikasi layer memberikan manfaat ekonomi secara
menyeluruh. Seluruh skenario simulasi menunjukkan bahwa kenaikan cukai
rokok dapat menurunkan konsumsi sekaligus meningkatkan output ekonomi,
pendapatan agregat rumah tangga, dan lapangan kerja bersih. Tambahan
penerimaan negara dari kenaikan cukai yang dialokasikan untuk belanja
pemerintah turut mendorong aktivitas ekonomi. Penyederhanaan struktur
tarif dari delapan menjadi empat layer memperkuat dampak tersebut dengan
mengurangiinsentif konsumen untuk beralih ke produk dengan tarif lebihrendah
(down-trading), sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

P Kenaikan tarif sebesar 50% dan simplifikasi dari delapan (8) menjadi empat
(4) layer tarif menghasilkan manfaat ekonomi terbesar. Kenaikan tarif cukai
rokok sebesar 50 persenyang disertai penyederhanaan layer tarif SKT dan SKM/
SPM secara bersamaan (dari delapan layer menjadi empat layer) diperkirakan
akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 10,1 persen, menghasilkan tambahan
penerimaan cukai rokok sekitar Rp109,6 triliun, meningkatkan output ekonomi
sebesar Rp315,1 triliun, meningkatkan pendapatan agregat rumah tangga
sebesar Rp81,7 triliun, dan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja.

Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok berpotensi mencapai tujuan
kesehatan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
kerja. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pemerintah perlu memastikan alokasi
tambahan penerimaan yang efektif serta mendukung transisi tenaga kerja melalui
peningkatan keterampilan yang terarah.
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PENDAHULUAN

Konsumsi tembakau masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di Indonesia.
Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 70 juta warga Indonesia merupakan perokok
aktif, yang mewakili 31,9% dari populasi dewasa berusia 18 tahun ke atas. Prevalensi merokok tetap
sangatmengkhawatirkandikalanganlaki-laki,dengan60,7%laki-lakidewasamerokokdibandingkan
dengan 1,3% perempuan dewasa, sementara 7,4% remaja berusia 10-18 tahun juga merupakan
perokok aktif [1]. Angka-angka inimenegaskan epidemi tembakau yang terus berlanjut di negara ini
dan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pengendalian tembakau yang lebih ketat. Selain
konsekuensi kesehatan yang menghancurkan, penggunaan tembakau juga menimbulkan beban
ekonomi yang substansial bagi Indonesia. Estimasi terbaru menunjukkan bahwa beban ekonomi
akibat merokok meningkat 59% selama enam tahun, dari Rp172 triliun pada tahun 2019 menjadi
Rp274 triliun pada tahun 2025, sekitar 1,1% dari PDB, yang didorong oleh meningkatnya biaya
perawatan kesehatan serta hilangnya produktivitas. Jika prevalensi merokok tetap stagnan, angka
ini diproyeksikan akan mencapai Rp353 triliun pada tahun 2029 [2]. Kondisi ini, ditambah dengan
meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM), menjadikan penurunan konsumsi tembakau
semakin mendesak sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi
dampak ekonomi dilndonesia.

Salah satu faktor utama yang menopang tingginya konsumsi rokok di Indonesia adalah rokok yang
tetap terjangkau. Meskipun cukai rokok telah meningkat selama satu dekade terakhir, kenaikan
tersebut tidak konsisten dan sering kali diimbangi oleh meningkatnya pendapatan serta perbedaan
harga yang terus-menerus terjadi di antara berbagai produk rokok. Struktur cukai rokok Indonesia
yang kompleks dan berjenjang memungkinkan produsen memasarkan rokok dalam rentang harga
yang luas, sehingga perokok dapat beralih ke merek yang lebih murah (down-trading) daripada
berhenti merokok atau mengurangi konsumsi ketika cukai meningkat [3,4]. Hal ini menunjukkan
bahwa penguatan cukai tembakau tidak hanya memerlukan kenaikan cukai secara berkala, tetapi
juga penyederhanaan sistem cukai berjenjang saat ini untuk mempersempit kesenjangan harga
dan meningkatkan efektivitas kebijakan cukai tembakau sebagai upaya penguatan kesehatan
masyarakat.

Meskipun terdapat bukti global telah menunjukkan bahwa cukai merupakan salah satu kebijakan
pengendalian tembakau yang paling efektif [5], ckekhawatiran mengenai konsekuensi ekonomi
terus menjadisorotan utama dalam perdebatan kebijakan dilndonesia. Secara khusus, pembahasan
mengenai dampak ekonomi dari kenaikan cukai rokok sering kali berfokus pada potensi dampak
penurunan permintaan rokok terhadap produksi dan lapangan kerja di sektor tembakau. Namun,
dampak reformasi cukairokok tidak hanya terbatas pada perubahan permintaan rokok dan aktivitas
ekonomi di sektor tembakau, tetapi juga mencakup dampaknya terhadap perekonomian secara
keseluruhan. Perubahan pengeluaran rumah tangga pascareformasi, bersama dengan alokasi
pendapatan tambahan pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan cukai, dapat memengaruhi
aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi lainnya. Apabila dampak
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terhadap perekonomian secara keseluruhan ini diperhitungkan, penelitian sebelumnya menemukan
bahwa reformasi cukai tembakau dapat memiliki dampak ekonomi bersih yang netral atau positif
sekaligus secara efektif mengurangi konsumsi tembakau di Indonesia [6]. Sejalan dengan bukti ini,
analisis makroekonomi kami sebelumnya menemukan bahwa kenaikan cukai tembakau tidak akan
merugikan perekonomian nasional. Sebaliknya, analisis tersebut memproyeksikan peningkatan
output nasional, pendapatan rumah tangga agregat, dan lapangan kerja seiring dengan penurunan
konsumsirokok [7].

Berdasarkan analisis makroekonomi kami sebelumnya pada tahun 2021, penelitian ini menyajikan
estimasi terbaru mengenai dampak ekonomi dari reformasi cukai tembakau dengan menggunakan
data yang lebih terkini dan kerangka analisis yang disempurnakan. Pertama, analisis penelitian ini
menggunakan Tabel Input-Output (I0) Indonesia yang telah diperbarui untuk lebih mencerminkan
struktur perekonomian terkini. Kedua, penelitian ini memasukkan beberapa pemutakhiran
metodologi dengan memisahkan sektor rokok menjadi tiga subsektor yang berbeda, yaitu rokok
kretek mesin (Sigaret Kretek Mesin, SKM), rokok kretek linting tangan (Sigaret Kretek Tangan, SKT),
dan rokok putih mesin (Sigaret Putih Mesin, SPM). Ketiga, penelitian ini juga mengevaluasi dampak
makroekonomi dari penyederhanaan layer cukai rokok di samping kenaikan tarif cukai. Dengan
memasukkan data yang terkini, pembaruan metodologi, dan rentang skenario kebijakan yang lebih
luas, penelitian ini menyediakan bukti yang lebih terkini dan relevan bagi pembuat kebijakan untuk
mendukung reformasi cukai tembakau dilndonesia

Laporan penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 memberikan gambaran umum mengenai
industri rokok di Indonesia, kebijakan perpajakan dan cukai rokok, serta meninjau literatur yang ada
mengenai dampak kenaikan harga/cukai rokok terhadap berbagai indikator. Bagian 3 menjelaskan
data yang digunakan dalam analisis, sedangkan Bagian 4 memaparkan kerangka kerja analisis dan
simulasi. Bagian 5 memaparkan analisis keterkaitan antarsektor dalam industri rokok Indonesia,
diikuti oleh hasil simulasi. Terakhir, Bagian 6 menyimpulkan dengan merangkum temuan utama dan
membahas implikasi kebijakannya.
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KONTEKS KEBIJAKAN
DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Industri Rokok diIndonesia

Meskipun berbagai upaya untuk memperkuat pengendalian tembakau telah dilakukan, termasuk
kenaikan berulang-ulang atas cukai rokok dan dua kali penyederhanaan layer selama satu dekade
terakhir, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar rokok terbesar di dunia [8]. Skala industri rokok
Indonesia tercermin baik dalam penjualan maupun produksi rokok. Data penjualan Euromonitor
International, yang tersedia untuk periode 2010-2023, menunjukkan bahwa penjualan rokok
tahunan tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi, berfluktuasi di sekitar 300 miliar batang
selama dekade terakhir. Penjualan meningkat dari 295 miliar batang pada tahun 2070 ke puncaknya
sebesar 345 miliar batang pada tahun 2015, sebelum secara bertahap menurun menjadi 283 miliar
batang pada tahun 2023 (Gambar 1.a). Data administratif resmi dari Kementerian Keuangan, yang
tersedia untuk periode 2019-2024, juga menunjukkan bahwa produksirokok secara konsisten tetap
diatas 300 miliar batang per tahun, mencapai puncaknya pada 356,9 miliar batang pada tahun 2021
sebelum melambat menjadi 317,8 miliar batang pada tahun 2024 (Gambar 1.b). Meskipun penjualan
dan produksi rokok telah menunjukkan tanda-tanda perlambatan dalam beberapa tahun terakhir,
volume yang tetap tinggi tersebut menegaskan skala pasarrokok Indonesia yang sangat besar serta
tantangan yang terus berlanjut dalam mengurangi konsumsirokok.

Gambar 1. Penjualan dan produksirokok
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Sumber: Euromonitor International (2025)

K 4>



Panelb. Produksirokok (miliar batang)
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Sumber: Kementrian Keuangan, 2024

Industri rokok di Indonesia didominasi oleh rokok kretek, produk khas yang terbuat dari campuran
tembakau dan cengkeh, yang menyumbang sebagian besar produksi dan konsumsi rokok di
negara ini. Rokok kretek diproduksi dalam dua bentuk utama: SKM dan SKT yang merupakan
rokok biasa tanpa cengkeh, yang hanya mewakili pangsa pasar domestik yang kecil. Meskipun
SKM masih mendominasi pasar rokok di Indonesia, komposisi pangsa pasar rokok Indonesia telah
berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data produksi Kementerian Keuangan
menunjukkan bahwa pangsa pasar gabungan SKM menurun dari 76,3% pada tahun 2019 menjadi
52,7% pada tahun 2024, sementara pangsa SKT meningkat dari 19,5% menjadi 44,3% selama
periode yang sama. Penurunan pangsa SKM dan peningkatan pangsa SKT mungkin mengindikasikan
pergeseran pasar di mana konsumen kretek beralih ke merek SKT yang lebih murah. Sebaliknya,
rokok putih (SPM) secara konsisten hanya menyumbang sekitar 3-4% dari total produksi rokok
(Gambar 2). Angka-angka ini menggambarkan komposisi industri rokok Indonesia yang semakin
beragam, dengan perbedaan substansial dalam teknologi produksi, intensitas tenaga kerja, dan
pangsa pasar di seluruh kategorirokok. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan karena sistem cukai
rokok diIndonesia mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, sehingga reformasi cukai dapat
menimbulkan dampak ekonomiyang berbeda pada setiap kategorirokok.
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Gambar 2. Pangsa pasar produksirokok (2019 - 2024)
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Sumber: Perhitungan ulang penulis berdasarkan data produksi rokok dari Kementerian Keuangan

2.2 Sistem Cukai Rokok dilndonesia

Sistem Cukai dan Perpajakan rokok diIndonesia terdiri dari tiga komponen pajak-(1) cukai rokok, (2)
pajak rokok provinsi, dan (3) pajak pertambahan nilai (PPN)-serta harga jual eceran (HJE) minimum
yang ditetapkan oleh pemerintah. Cukai rokok merupakan komponen terbesar dari beban pajak
keseluruhan atas rokok dan dikenakan secara spesifik per batang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain itu, pajak rokok provinsi dikenakan sebesar 10% dari
cukairokok, sedangkan PPN secara efektif dikenakan sebesar 9,9% dari HJE berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025.

Berdasarkan data dasar (baseline) yang digunakan dalam penelitian ini (Tabel 1), total pajak rokok,
yang mencakup cukai, pajak rokok provinsi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyumbang
sekitar 58% dari harga eceran rata-rata tertimbang. Dari jumlah tersebut, cukai saja menyumbang
sekitar 44%. Angka ini masih jauh di bawah acuan 75% dari harga eceran yang direkomendasikan
oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai praktik terbaik dalam kebijakan perpajakan
tembakau [5]. Rendahnya beban pajak ini turut menyebabkan harga rokok di Indonesia tetap
terjangkau. Indonesia memiliki struktur cukai rokok yang kompleks, di mana tarif cukai bervariasi
sesuai dengan jenis rokok, metode produksi, dan skala produksi tahunan produsen. Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, produk rokok sering diklasifikasikan menjadi SKM, SKT, dan SPM, sementara
produsen diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam layer cukai yang berbeda berdasarkan volume
produksi tahunan mereka. Saat ini, sistem cukai rokok Indonesia terdiri dari delapan layer, menyusul
serangkaian reformasiyang secara bertahap telah menyederhanakan struktur tarif dalam beberapa
tahun terakhir. Tarif cukai rokok yang berlaku untuk setiap layer, yang mulai berlaku pada tahun 2026,
disajikan dalamTabel 1.
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Tabel 1. Cigarette excise tiers and tariffsin 2026

Tingkatan Produsen Volume produksi Tarif Cukai HJE
tahunan (Rp/batang) (Rp/batang)

Rokok putih mesin I > 2 miliar batang 1.336 2.495
Si t Putih Mesin, .
(S;ff)re wHhTesin I <2 miliar batang 794 1565
Rokok kretek mesin I > 3 miliar batang 1.231 2.375
(Sigaret Kretek Mesin, I < 3miliar batang 746 1.485
SKM)
Rokok kretek linting A > 2 miliar batang 483 2170
tangan (Sigaret Kretek B > 500 juta - 2 miliar batang 378 1.555
Tangan, SKT)

Il > 50 juta-500 miliarbatang 223 995

I <50 miliar batang 122 860

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024
tentang Tarif Cukai Tembakau.

Catatan: Tarif cukai rokok dan HJE saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru (PMK No. 97 Tahun 2024), yang
mulaiberlakupadallanuari2025 dantetap berlakupadatahun2026.Berdasarkanperaturanini, pemerintahmempertahankan
tarif cukairokok pada tingkat tahun 2024, sementara menaikkan HJE untuk semua kategorirokok pada tahun 2025. Tidak ada
penyesuaian lebih lanjut terhadap tarif cukai maupun HJE yang diberlakukan pada tahun 2026.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara bertahap telah menyederhanakan struktur cukai
berjenjang. Jumlah layer cukai dikurangi dari 12 menjadi 10 pada tahun 2020, dan selanjutnya dari 10
menjadi 8 padatahun 2022, sebagaibagian dariupaya pemerintah untuk meningkatkan administrasi
perpajakan dan memperkuat pengendaliantembakau. Meskipunreformasitersebut telah dilakukan,
Indonesia tetap mempertahankan salah satu sistem cukai rokok yang paling rumit di dunia. Semakin
banyak buktiyang menunjukkan bahwa struktur cukai berjenjang yang kompleks merusak efektivitas
kebijakan cukai hasil tembakau. Besarnya perbedaan tarif cukai antara layer terendah dan tertinggi
dalam sistem cukai berjenjang menciptakan insentif bagi produsen untuk menyesuaikan strategi
produksi agar dapat dikenakan tarif cukai yang lebih rendah. Di sisi konsumen, perbedaan tarif
tersebut juga dapat mendorong peralihan ke produk rokok yang lebih murah, alih-alih berhenti
merokok atau mengurangi konsumsi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produsen dapat
menyesuaikan strategi produksi agar tetap berada di layer cukai yang lebih rendah, sementara
perokok dapat merespons kenaikan cukai dengan beralih ke merek rokok yang lebih murah
daripada berhenti merokok atau mengurangi konsumsi [11]. Bukti terbaru dari penelitian mengenai
tingkat keterjangkauan rokok yang kami lakukan semakin menunjukkan bahwa struktur cukai rokok
Indonesia yang kompleks telah membuat rokok tetap relatif terjangkau meskipun terjadi kenaikan
cukaiberulangkali selama satu dekade terakhir, sehingga memperkuat pentingnya penyederhanaan
layer cukai secara berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi cukai tembakau di masa depan [3].

<« 7>
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2.3 Dampak Kenaikan Harga dan Cukai Rokok pada Berbagai
Indikator Ekonomi

Secaraglobal, sejumlahbuktitelahmenunjukkanbahwamenaikkan cukairokokmerupakansalahsatu
instrumen kebijakan paling efektif untuk menaikkan harga eceran, mengurangi keterjangkauan, dan
mengurangi konsumsirokok [12-14]. DiIndonesia, Barber dkk. mengestimasi bahwa kenaikan cukai
rokok sebesar 13% dapat mengurangi jumlah perokok sekitar 4% [15]. Penelitian kami sebelumnya
menunjukkan bahwa keterjangkauan rokok tetap menjadi penentu utama permintaan rokok di
Indonesia, di mana penurunan tingkat keterjangkauan sebesar 10% dapat mengurangi konsumsi
rokok sebesar7,7% [3].

Harga rokok yang lebih tinggi juga memengaruhi perilaku merokok dengan mengurangi inisiasi
merokok dan mendorong berhentinya merokok. Penelitian kami sebelumnya menemukan bahwa
kenaikan cukai rokok secara signifikan mengurangi probabilitas inisiasi merokok di kalangan remaja
Indonesia [16] sekaligus meningkatkan kemungkinan berhenti merokok di kalangan perokok
dewasa [17]. Efek tersebut ternyata lebih signifikan dalam mengurangi inisiasi merokok daripada
dalam mendorong penghentian merokok, yang menunjukkan bahwa cukai tembakau sangat efektif
dalam mencegah kaum muda mulai merokok sekaligus mendorong perokok yang sudah ada untuk
berhenti. Secara keseluruhan, temuan-temuaninimemperkuat peran cukai tembakau sebagai salah
satuintervensi pengendalian tembakau yang paling efektif.

Selain perubahan dalam perilaku merokok, kenaikan cukai rokok menghasilkan manfaat kesehatan
dan fiskal yang signifikan. Penurunan konsumsi rokok mengurangiinsiden penyakit terkait merokok,
angka kematian akibat merokok, dan pengeluaran layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan
penerimaanpemerintahyangberasal daricukai[18-20]. Olehkarenaitu, pengenaan cukaitembakau
telah secaraluas diakui sebagaisalah satuintervensikesehatan masyarakatyang palinghematbiaya,
yang secara bersamaan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas
fiskal pemerintah.

Dampak kenaikan cukai rokok juga melampaui sektor kesehatan hingga ke perekonomian secara
lebih luas. Penurunan konsumsi rokok mendorong rumah tangga untuk mengalihkan pengeluaran
ke barang danjasalain, sementara pendapatan tambahan pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan
cukai dapat dialokasikan untuk program publik atau investasi produktif lainnya [20]. Perubahan-
perubahan ini memengaruhi produksi, pendapatan agregat rumah tangga, lapangan kerja, dan nilai
tambah di berbagai sektor melalui keterkaitan antarsektor. Akibatnya, semakin banyak penelitian
yang menggunakan pendekatan analisis skala ekonomi, termasuk model input-output (I0) dan
model keseimbangan umum yang dapat dihitung (CompuTabel General Equilibrium, CGE), untuk
mengevaluasi dampak makroekonomi dari cukai tembakau [6,21,22].

Penelitian mengenai dampak makroekonomi kami sebelumnya pada tahun 2021 memberikan
penilaian pertama yang komprehensif mengenai kenaikan cukai tembakau di Indonesia dengan
menggunakan kerangka kerja 10 [7]. Penelitian kami mencakup tiga saluran transmisi utama dari
cukai hasil tembakau: penurunan konsumsi rokok, penyesuaian pengeluaran rumah tangga untuk
komoditas di luar rokok , dan pengeluaran pemerintah tambahan yang dibiayai oleh peningkatan
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pendapatan dari cukai tembakau. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tambahan
tersebutmendorong aktivitas ekonomidisektor-sektornon-rokok, sehinggamenghasilkandampak
bersih positif terhadap output nasional, pendapatan agregat, dan lapangan kerja.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya secara konsisten telah menunjukkan manfaat kenaikan
cukai tembakau dalam mengurangi angka merokok, meningkatkan kesehatan masyarakat,
memperkuat pendapatan negara, dan menghasilkan dampak makroekonomi yang positif, pasar
rokok dan sistem cukai di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perubahan terkini dalam pola
produksi rokok, penyederhanaan struktur layer cukai rokok, serta ketersediaan data terbaru
menuntut dilakukannya analisis terkini terhadap dampak makroekonomi dari cukai hasil tembakau.
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DATA

Penelitian ini menggunakan Tabel Input-Output (I0) 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) sebagai kerangka analisis utama. Tabel IO asli, yang terdiri dari 185 sektor ekonomi,
diagregasi menjadi 52 sektor menggunakan tabel konkordansi, yang menggabungkan industri-
industri terperinci ke dalam kelompok sektoral yang lebih luas berdasarkan klasifikasi sektor BPS;
misalnya, sektor tanaman pangan individual seperti produksi beras, jagung, dan kedelai diagregasi
menjadi satu sektorpertanian. Tingkat agregasiini diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan
data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 yang digunakan sebagaitotal kontrol, yang
hanya tersedia pada tingkat 52 sektor.

Meskipun tabel IO 2020 menyediakan struktur input-output acuan terbaru yang tersedia untuk
Indonesia, tabel tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan skala dan komposisi perekonomian saat
ini. Olehkarenaitu,kamimemperbaruitabellO2020yangterdiridari52 sektoruntukmenggambarkan
perekonomian Indonesia pada tahun 2025 dengan menggunakan metode RAS, yaitu prosedur
untuk memperbarui matriks |O yang ada agar mencerminkan kondisi agregat ekonomi baru sambil
mempertahankan struktur dasar tabel acuan [23]. Pembaruan inimenggunakan data ekonomitahun
2025 sebagai total target untuk menyesuaikan penjualan dan penggunaan input di seluruh sektor.
Tabel 10 tahun 2025 yang dihasilkan memberikan estimasi terbaru mengenai agregat ekonomi
utama, termasuk output sektoral, nilai tambah bruto, konsumsi rumah tangga, pendapatan tenaga
kerja, lapangan kerja, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Tabel 2 merangkum sumber data dan
variabel yang digunakan untuk memperbarui tabel IO tahun 2020.

Tabel 2. Sumber data untuk memperbaruitabel IO tahun 2020

No. Data Tahun Sumber Penggunaan

1. PDB menurut sektor (52 sektor) 2025 Badan Pusat Statistik Memperbaruinilai tambah

berdasarkan harga pasar saatini Indonesia menurut sektor
2. PDB menurut pengeluaran 2025 Badan Pusat Statistik Memperbarui nilai total impor
berdasarkan harga pasarsaatini Indonesia dan permintaan akhir

3. Statistik tenaga kerja Indonesia 2025  BadanPusat Statistik Memperbaruidata

Indonesia ketenagakerjaandan
pendapatan
4, Data produksirokok 2024  Kementerian Keuangan Mendekonstruksidata sektor
(Okt) rokok

Sumber: Disusun oleh penulis

Untuk menggambarkan struktur keragamanindustrirokok Indonesia dengan lebih baik, sektor rokok
yang semula digabungkankemudian dipisahkan menjaditiga subsektoryang mewakili SKM, SKT, dan
SPM. Pemisahaniniterutama didasarkan pada data produksirokok dan pangsa pasaryang diperoleh
dari Kementerian Keuangan, sehingga model tersebut dapat secara eksplisit membedakan ketiga
kategori rokok yang relevan dengan kebijakan ini, yang digunakan dalam sistem cukai rokok di
Indonesia.
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Pembentukan ketiga subsektor rokok tersebut juga mengintegrasikan informasi dari studi Bank
Dunia tahun 2018 mengenai aspek ekonomi cukai tembakau dan ketenagakerjaan di Indonesia [6].
Secara khusus, bukti mengenai distribusi lapangan kerja di seluruh produksi SKM, SKT, dan SPM
digunakanuntuk menggambarkanintensitas tenaga kerja di setiap subsektorrokok dalam kerangka
input-output yang terpisah. Dengan menggabungkan data produksi terbaru dari Kementerian
Keuangan dengan bukti mengenai karakteristik lapangan kerja, gambaran yang lebih representatif
mengenai industri manufaktur rokok di Indonesia dapat diperoleh, sekaligus menjaga konsistensi
dengan tabel input-output acuan.

Setelah dilakukan disagregasi pada sektor manufaktur rokok, basis data input-output akhir yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 55 sektor ekonomi, yang mencakup 52 sektor agregat
dari tabel input-output acuan BPS serta tiga subsektor manufaktur rokok (SKM, SKT, dan SPM).
Representasi sektoral yang lebih komprehensif ini memungkinkan model untuk mensimulasikan
dampak reformasi-yang mencakup kenaikan dan simplifikasi layer-cukai tembakau terhadap
keseluruhan perekonomian secara terpisah pada ketiga kategorirokok utama tersebut.

Untuk mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap harga rokok dan pendapatan negara,
penelitian ini menggabungkan beberapa sumber data. Tarif cukai rokok diperoleh dari Peraturan
Menteri Keuangan terbaru (PMK No. 97 Tahun 2024), yang menetapkan tarif cukai yang berlaku
untuk setiap layer cukai rokok. Harga jual rokok (Harga Transaksi Pasar, HTP) diperoleh dari dataset
pemantauan harga rokok yang dikumpulkan oleh CHED ITB Ahmad Dahlan pada tahun 2023 dan
kemudian disesuaikan dengan inflasi untuk mencerminkan estimasi harga jual rata-rata pada tahun
2025 untuk setiap jenis rokok dantingkatan cukai. Karena tidak adanya data penjualanyang tersedia
untuk umum yang dipisahkan berdasarkan tingkatan cukai rokok, data produksi rokok tahunan yang
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai proksi untuk penjualan rokok domestik.
Tabel 3 merangkum tarif cukai rokok, harga transaksi pasar, dan volume produksi yang digunakan
dalam simulasi.

Tabel 3. Datarokok

Tingkatan Tarif Cukai Rata-rata Jumlah produksi
(Rp/batang) harga eceran (Jutaan batang)
(Rp/batang)
Rokok putih mesin I 1.336 2.199 3
(Sigaret Putih Mesin, I
SPM) 794 1.591 6
Rokok kretek mesin | 1.231 2175 97
(Sigaret Kretek Mesin, I
SKM) 746 1.370 70
A 483 1.837 19
Rokok kretek linting 1B 378 1.444 41
tangan (Sigaret Kretek I 223 1187 15

Tangan, SKT)

. 122 898 67

Sumber: Data pemantauan harga rokok dari CHED ITB Ahmad Dahlan (2023; disesuaikan dengan inflasi hingga tahun 2025);
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Tembakau; dan data produksi rokok dari
Kementerian Keuangan (Oktober2024).
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KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap perekonomian secara
keseluruhan, yaitu terhadap output ekonomi, pendapatan agregat rumah tangga, lapangan kerja,
dan pendapatan pemerintah, dengan menggunakan kerangka model Input-Output (I10). Gambar
3 mengilustrasikan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari empat
langkah utama. Pertama, skenario cukai rokok diterjemahkan menjadi perubahan harga rokok
dan pendapatan cukai pemerintah. Kedua, perubahan harga yang dihasilkan digunakan untuk
mengestimasi perubahan konsumsi rokok berdasarkan elastisitas permintaan rokok. Ketiga,
perubahan pengeluaran rumah tangga untuk rokok diasumsikan memicu penyesuaian dalam
pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa non-rokok. Keempat, pendapatan tambahan
pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan cukai rokok diasumsikan untuk dialokasikan kembali ke
pengeluaran pemerintah sesuai dengan skenario pengeluaran pemerintah yang telah ditentukan.

Gambar 3. Kerangka analisis

Data rokok:
e Hargarokok: rata-ratatertimbang dari harga transaksi pasar (HTP)
o  Pajakrokok (cukai, pajak daerah, PPN)
e  Kuantitas penjualan rokok (produksi)

|

Kenaikan tarif cukai rokok dan/atau w
penyederhanaan layer J

4 f )
Kenaikan harga rokok Tambahan penerimaan
(HTP) pajak
) 3 ) 3
f f .
p . Penyesuaian pengeluaran Pemerintah
enurunanpgrmlntaan rumah tangga untuk membelanjakan tambahan
(konsumsi) rokok . iak )
non-rokok penerimaan pajak sesuai
\\ l l berbagai skenario alokasi
[ Analisis 1O (Input-Output) ]
Dampak bersih terhadap:

e  Output ekonomi
e Pendapatanagregat
o Ketenagakerjaan
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Kenaikan cukai rokok memengaruhi perekonomian melalui tiga saluran transmisi utama: (1)
perubahan konsumsi rokok, (2) penyesuaian pengeluaran rumah tangga, dan (3) pengeluaran
pemerintah tambahan yang dibiayai oleh peningkatan penerimaan dari cukai rokok. Saluran-saluran
ini menimbulkan perubahan dalam permintaan akhir di berbagai sektor industri, yang kemudian
menyebar ke seluruh perekonomian melalui keterkaitan antarsektor yang ditangkap oleh kerangka
Input-Output. Dampak yang terjadi di seluruh perekonomian dievaluasi menggunakan model Input-
Output 55 sektoryang telah diperbarui untuk mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap
output total, pendapatan agregat rumah tangga, dan lapangan kerja di bawah skenario kebijakan
alternatif.

4.1 Estimasi Perubahan Harga Rokok

Tahap pertama analisis ini menerjemahkan berbagai opsi reformasi cukai rokok menjadi perubahan
hargajualrokok. Pertama, analisisinimenetapkan serangkaian skenario reformasi cukairokok hingga
kemudian mengestimasi perubahan harga jual rokok yang diakibatkannya, yang berfungsi sebagai
input utama untuk mengestimasi perubahan permintaan.

Gambar 4 menyaijikan skenario reformasi cukai rokok yang dievaluasi dalam penelitian ini. Analisis ini
mempertimbangkan12 skenario kebijakan, yang menggabungkan duadimensireformasi: perubahan
tarif cukai rokok dan simplifikasi struktur layer cukai rokok. Tiga kenaikan tarif cukai-10%, 25%, dan
50%-dievaluasi berdasarkan empat struktur cukai alternatif: (1) tanpa penyederhanaan layer, (2)
penyederhanaan layer rokok mesin (SKM dan SPM), (3) penyederhanaan tingkatan rokok linting
tangan (SKT), dan (4) penyederhanaan simultan tingkatan rokok mesin dan rokok linting tangan.
Desaininimemungkinkan analisis untuk mengevaluasi baik efek independen dari kenaikan tarif cukai
rokok maupun penyederhanaan struktur tingkatan cukai, serta efek gabungan keduanya.

Gambar 4. Skenario reformasi cukai rokok

1. 2. 3
Kenaikan tarif Kenaikan tarif Kenaikan tarif
cukai10% cukai25% cukai 50%
4 1.2 ) 4 2.2 \ [ ; 3..2 . \
Kenaikan tarif cukai10% Kenaikan tarif cukai 25% Kenaikan tarif cukai 50%
+ + +
penyederhanaan layer rokok mesin penyederhanaan layer rokok mesin penyederhanaan layerrokok mesin
(SKM/SPM) (8 menjadi 6 layer) (SKM/SPM) (8 menjadi 6 layer) (SKM/SPM) (8 menjadi 6 layer)
- J - J -
4 1.3 A 4 283 ) / 3.3 \
Kenaikan tarif cukai1l0% Kenaikan tarif cukai 25% Kenaikan tarif cukai 50%
— + — + — +
penyederhanaan layer Sigaret Kretek penyederhanaan layer SKT (8 penyederhanaan layer SKT (8
Tangan (SKT) (8 menjadi 6 layer) menjadi 6 layer) menjadi 6 layer)

N J o J - J
4 N | O N | O > R
Kenaikan tarif cukai1l0% Kenaikan tarif cukai 25% Kenaikan tarif cukai 50%

— + — + — +
penyederhanaan layer SKT dan penyederhanaan layer SKT dan penyederhanaan layer SKT dan
rokok mesin (SKM/SPM) (8 menjadi rokok mesin (SKM/SPM) (8 menjadi rokok mesin (SKM/SPM) (8 menjadi
4 layer) 4layer) 4layer)
- J - J - J
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Untuk setiap skenario kebijakan, harga jual rokok disimulasikan berdasarkan tingkatan tarif cukai
rokok masing-masing. Harga jual diperkirakan sebagai penjumlahan dari harga produsen setelah
dikurangi cukai (net-of-tax price, NT), cukai rokok (excise, E), pajak rokok provinsi (LT), dan pajak
pertambahan nilai (PPN), sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (1) berikut ini:

Pik = .NT”C + Eik + LTzk + VATzk (1)

Di mana i melambangkan jenis rokok (SKM, SKT, dan SPM), sedangkan k melambangkan tingkatan
tarif cukai dalam setiap jenis rokok. Analisis ini mengasumsikan penyesuaian harga rokok sebesar
100% sesuai kenaikan cukai, yang berarti bahwa setiap kenaikan cukai rokok sepenuhnya tercermin
dalam harga eceran rokok. Harga produsen setelah dikurangi pajak diasumsikan tetap konstan di
seluruh skenario kebijakan. Pajak rokok provinsi dihitung ulang sebesar 10% dari cukai rokok yang
berlaku, sedangkan komponen pajak pertambahan nilai dihitung sebesar 9,9% darihargajual eceran
tembakau (HJE). Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan pada semua komponen pajak tetap
konsisten secarainternal dengan sistem perpajakan rokok di Indonesia.

Selanjutnya, hargajual yang disimulasikan tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan harga
jual rata-rata tertimbang bagi setiap jenis rokok dengan menggunakan pangsa produksi dari setiap
tingkatan tarif cukai (wl.k) sebagaibobot, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (2) berikut ini:

K;
Pis = Z wikpi?c )
k=1

Dalam skenario penyederhanaan layer tarif cukai, layer tarif yang lebih rendah diasumsikan
digabungkan dengan layer tarif yang lebih tinggi yang berdekatan, sehingga dikenakan tarif cukai
pada layer yang lebih tinggi tersebut. Untuk rokok mesin, layer SKM | digabungkan dengan SPM
I, sedangkan SKM Il digabungkan dengan SPM Il. Sementara itu, untuk rokok kretek linting tangan,
layer SKT 1B digabungkan dengan SKT 1A, sedangkan SKT Ill digabungkan dengan SKT II. Dalam
penghitungan estimasiharga eceranrata-rata tertimbang berdasarkan strukturlayer tarif yang telah
disederhanakan, pangsa produksi diasumsikan tetap sama seperti distribusi sebelum reformasi.

Pada akhirnya, perubahan persentase harga jual rata-rata tertimbang diperkirakan dengan
membandingkan harga jual rata-rata tertimbang yang disimulasikan pada setiap skenario reformasi
dengan harga eceran dasar yang sesuai, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (3) sebagai
berikut:

P’ - P}

Hasil estimasi persentase perubahan harga jual rata-rata tertimbang merupakan input utama untuk
mengestimasi perubahan permintaan rokok sebagaimana dijelaskan dalam subbagian berikutnya.
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Estimasi perubahan harga rokok selanjutnya diterjemahkan menjadi perubahan permintaan rokok.
Karena perubahan harga pada satu jenis rokok tidak hanya memengaruhi permintaannya sendiri,
tetapi juga dapat mengubah permintaan terhadap jenis rokok lain melalui efek substitusi, maka
perubahan permintaan dihitung sebagai fungsi dari elastisitas harga sendiri (own-price elasticity)
danelastisitashargasilang(crossprice elasticity) terhadap jenisrokoklain, sebagaimana ditunjukkan
dalam Persamaan (4):

4.2 Estimasi Perubahan dalam Permintaan

%AQZ' = & %APi + E Eij %APj (4)
N — S
: J#i
Own-price effect & J

Cross-price effects

di mana %4Q, menunjukkan persentase perubahan permintaan untuk jenis rokok i, %64P,
menunjukkan persentase perubahan harga jenis rokok , %AP], menunjukkan persentase perubahan
harga jenis rokok lainnya (j # 1), €. mewakili elastisitas permintaan terhadap harga sendiri untuk jenis
rokok i, dan eij mewakili elastisitas silang antara jenis rokok i danj. Perkiraan elastisitas harga sendiri
dan elastisitas harga silang yang digunakan dalam analisis utama diadopsi dari studi input-output
CISDIltahun 2021[7], yang mengestimasi elastisitas permintaan rokok menggunakan data gabungan
dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia tahun 2017-2019 dan metode Deaton
[23,24]. Penelitian sebelumnya mengestimasi elastisitas permintaan untuk dua kategori rokok, yaitu
rokok kretek dan rokok putih (SPM), yang menjadi dasar untuk menerjemahkan perubahan harga
eceranyang disimulasikan menjadi perubahan permintaan rokok.

Karena penelitian ini membagi pasar rokok menjadi tiga kategori, yaitu kretek buatan mesin
(SKM), kretek linting tangan (SKT), dan rokok putih (SPM), maka estimasi elastisitas dari penelitian
sebelumnya dipetakan ke dalam kategori rokok terperinci yang digunakan dalam model input-
output. Secara khusus, estimasi elastisitas harga sendiri untuk rokok kretek diasumsikan berlaku
sama untuk SKM dan SKT, sedangkan estimasi elastisitas harga sendiri untuk rokok putih diterapkan
pada SPM. Demikianpula, estimasielastisitas silang antararokok kretek danrokok putih diasumsikan
mewakili substitusi antara SPM dengan SKM dan SKT. Karena penelitian sebelumnya tidak
mengestimasi substitusi antara SKM dan SKT, penelitian ini menetapkan parameter elastisitas harga
silang (cross-price elasticity) untuk kedua jenis rokok tersebut dengan menggunakan pendekatan
berbasis skenario. Sebagai dua kategorirokok terbesar dilndonesia, SKM dan SKT cenderung saling
menggantikan daripada beralih ke rokok putih, sehingga elastisitas silang diasumsikan lebih besar
daripada elastisitas silang antara masing-masing kategori dengan rokok putih. Asumsi elastisitas
yang digunakan dalam simulasi utama disajikan dalam Tabel 4.



Tabel 4. Own-price and Cross-price Elasticities Used in the Main Analysis

Permintaan rokok: Harga SPM Harga SKM Harga SKT
SPM -0,338 0,163 0,163
SKM 0,163 -0,800 0,350
SKT 0,163 0,350 -0,800

Catatan: Elastisitas harga sendiriuntuk SKM dan SKT diasumsikan sama dan mengikuti nilai elastisitas yang diperkirakan untuk
rokok kretek dari studi dampak makroekonomi CISDI tahun 2021. Elastisitas harga sendiri untuk SPM mengikuti elastisitas
yang diperkirakan untuk rokok putih. Elastisitas silang antara rokok kretek dan rokok putih yang diperkirakan dalam studi
sebelumnya diasumsikan mewakili substitusi antara SPM dan baik SKM maupun SKT. Karena substitusi antara SKM dan SKT
tidak diperkirakan dalam studi sebelumnya, elastisitas silang yang sesuai (0,35) untuk analisis utama.

Untuk menilai ketahanan (robustness) temuan tersebut, analisis sensitivitas dilakukan dengan
memvariasikan baik elastisitas harga sendiri maupun elastisitas silang SKM-SKT yang telah
dikalibrasi. Secara khusus, asumsi elastisitas batas bawah, skenario dasar, dan batas atas dievaluasi
untuk menguiji sensitivitas hasil simulasi terhadap estimasi alternatif mengenai responsivitas harga
konsumen. Selain itu, kami memperkirakan ulang elastisitas harga permintaan rokok menggunakan
gabungan data Susenas periode 2017-2024 untuk menangkap perilaku rumah tangga terkini dan
memeriksa apakahresponsivitas permintaan rokok telah berubah seiring waktu. Meskipun perkiraan
yang diperbarui ini memberikan pemeriksaan ketahanan yang substansial, perkiraan tersebut
menunjukkan elastisitas harga permintaan yang jauh lebih tinggi daripada yang umumnya dilaporkan
dalam literatur ekonomi tembakau yang lebih luas, di mana permintaan rokok umumnya ditemukan
bersifat inelastis terhadap harga [25]. Mengingat adanya perbedaan dari literatur empiris yang ada,
estimasi yang diperbaruiini tidak digunakan dalam analisis utama. Sebaliknya, simulasi utama tetap
mengandalkan estimasi elastisitas dari studi makroekonomi CISDI sebelumnya. Analisis sensitivitas
elastisitas disajikan dalam Lampiran 2.

4.3 Estimasi Tambahan Pendapatan Pemerintah

Setelah dilakukan estimasi perubahan permintaan rokok, penerimaan pemerintah tambahan
yang dihasilkan dalam setiap skenario reformasi cukai rokok dihitung. Penerimaan tambahan
tersebut mencerminkan efek gabungan dari perubahan tarif cukai dan perubahan konsumsi rokok
pascareformasi cukai. Karena simulasi tersebut secara eksplisit memperhitungkan penurunan
konsumsi rokok akibat kenaikan harga rokok, perkiraan kenaikan penerimaan pemerintah
mencerminkan baik kenaikan jumlah cukai yang dipungut per batang rokok maupun berkurangnya
jumlah batang rokok yang dikonsumsi.

Penerimaan tambahan dari cukaidiestimasi dengan membandingkan pendapatan cukaipada setiap
skenario reformasi dengan pendapatan cukai pada skenario dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam
Persamaan (5):

ATR = )" (n"ew gre o Q?) )
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di mana ATR menunjukkan tambahan penerimaan cukai pemerintah, 7" mewakili besaran cukai
perbatanguntuk jenis rokok i dalam skenario reformasi, T,'O mewakili besaran cukai perbatang pada
kondisi dasar, Ql_”ﬁ“" menunjukkan konsumsi rokok setelah reformasi cukai , dan Ql_(’ menunjukkan
konsumsirokok pada kondisi dasar (baseline).

Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk setiap kategori rokok (SKM, SKT, dan SPM), dengan
konsumsirokok pascareformasidiperoleh dariestimasi permintaan yang dijelaskan pada subbagian
sebelumnya. Tambahan penerimaan pemerintah dari cukai kemudian dijumlahkan dari seluruh
kategori rokok untuk memperoleh perubahan total penerimaan cukai pemerintah dalam setiap
skenario reformasi cukai.

4.4 Analisis Input Output (10)

Analisis Input-Output (I0) adalah kerangka kerja makroekonomiyang memodelkan ketergantungan
antarsektor dalam suatu perekonomian. Dalam kerangka kerja 1O, output dari satu sektor berfungsi
sebagaiinput antara bagi sektor-sektor lain sekaligus berkontribusi terhadap permintaan akhir dari
rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor. Berbeda dengan pendekatan berbasis regresi,
yang dirancang untuk memperkirakan hubungan empiris dari data yang diamati, kerangka kerja
IO dirancang untuk mensimulasikan konsekuensi skenario kebijakan alternatif terhadap seluruh
perekonomian dengan melacak bagaimana perubahan dalam permintaan akhir menyebar melalui
keterkaitan antar sektor. Akibatnya, perubahan dalam permintaan akhir suatu sektor menimbulkan
efek berganda ke seluruh perekonomian seiring dengan penyesuaian produksi di seluruh sektor
yang saling terhubung.

Dalam penelitian ini, estimasi perubahan konsumsi rokok dan tambahan penerimaan pemerintah
dari cukai yang dihasilkan dalam setiap skenario reformasi merupakan guncangan ekonomi yang
dimasukkan ke dalam model 10, sehingga memungkinkan estimasi dampaknya terhadap output
ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Istilah-istilah utama yang digunakan sepanjang
analisis |O terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Istilah-istilah pada model Input Output

Istilah Definisi

Tabel IO Tabel yang merangkum ketergantungan antar sektor dalam perekonomian,
yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan (output) oleh
suatu sektor dan digunakan oleh sektorlain sebagaiinput.

Koefisien Teknis  Jumlahinput yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output

Permintaan Penggunaan output untuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Terakhir
Efek awal Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output,

pendapatan, danlapangan kerja sektor tersebut.

Efeklangsung Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output,
pendapatan, danlapangan kerja di sektor-sektor pemasok.




Istilah Definisi

Efek tidak Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output,
langsung pendapatan, danlapangan kerja di sektor-sektor yang menyediakan input bagi
para pemasok.
Pengganda Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output total,
sederhana pendapatan, danlapangan kerja dalam perekonomian.
(Tipel)
Pengganda Tipe | = Efek awal + Efek langsung + Efek tidak langsung.
Efekyang Dampak perubahan permintaan akhir suatu sektoryang disebabkan oleh
disebabkanoleh perubahanpendapatan dankonsumsirumahtangga.
konsumsi

Penggandatotal Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output total,
(Tipell) pendapatan agregat, danlapangan kerja dalam perekonomian.

Pengganda Tipe Il = Pengganda Tipe | + Efek yang ditimbulkan oleh konsumsi.

Sumber: Disusun oleh penulis

4.5 Estimasi Dampak Makroekonomi

Untuk mengestimasi dampak makroekonomi dari reformasi cukai rokok, penelitian ini melakukan
serangkaian simulasi yang menggambarkan tiga saluran transmisi ekonomi yang menjadi jalur
pengaruh reformasi terhadap perekonomian: (1) penurunan konsumsi rokok, (2) penyesuaian
pengeluaranrumahtangga,dan(3)pengeluaranpemerintahyangdibiayaiolehtambahanpenerimaan
dari cukai. Dampak makroekonomisecara keseluruhan diperoleh dengan menggabungkan efek dari
saluran-saluran transmisi tersebut di bawah setiap skenario reformasi cukai . Tabel 6 merangkum
simulasi makroekonomiyang dilakukan dalam penelitianini.

Tabel 6. Simulasi makroekonomi

Simulasi Saluran transmisi Deskripsi
ekonomi
Simulasi A Penurunan Mengestimasi dampak penurunan konsumsi
konsumsirokok rokok sebagai akibat dari reformasi cukai rokok.
SimulasiB Penyesuaian Mengestimasi dampak penyesuaian pengeluaran
pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang selain rokok,
rumahtangga khususnyamelaluiefekpenggeseranpengeluaran

(crowding-out) terhadap komoditas selain rokok
berdasarkan struktur konsumsi rumah tangga
acuan. Dampak alokasi pendapatan pemerintah
tidak diperhitungkan.




Simulasi

Saluran transmisi
ekonomi

Deskripsi

Simulasi C hingga E Realokasi Simulasi C1 hingga E2 mengestimasi dampak
penerimaan pengeluaran  pemerintah  dari  tambahan
tambahan penerimaan dari cukai rokok berdasarkan
pemerintah berbagai skenario pengeluaran. Perlu dicatat

bahwadampakyangdiperkirakandalam simulasi-

simulasi ini tidak mencakup dampak dari simulasi

AdanB.

SimulasiC Realokasi + Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT*
anggaran dan PRD**, sisa penerimaan cukai yang
ke belanja bersifat diskresioner dialokasikan secara
operasional rutin proporsional sesuai dengan struktur belanja

pemerintah dasar yang tercantum dalam
tabel Input-Output.

+ Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti
pola belanja operasional rutin (business as
usual).

Simulasi D D.l + Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT*

Realokasi ke sektor
kesehatan dan
promosikesehatan

dan PRD**, sisa pendapatan cukai yang
dapat dialokasikan secara diskresioner
dialokasikan ke sektor-sektor yang berkaitan
dengan kesehatan, termasuk layanan
kesehatan publik dan swasta, produk farmasi,
dan peralatan medis, serta kampanye
pengendalian tembakau melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti
pola belanja operasional rutin.

D.II

Realokasike
pembiayaan
kesehatandan
penyelenggaraan
pelayanan

+ Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan
PRD**, sisa penerimaan cukai diskresioner
dialokasikan ke  sektor-sektor terkait
kesehatan yang sama seperti padaD.l, namun
lebih difokuskan pada pembiayaan kesehatan
dan penyediaan layanan kesehatan secara
langsung, terutama melalui porsi yang lebih
besaruntuk JKN danlayanankesehatan publik,
sementara alokasi untuk produk farmasi,
industri peralatan medis, dan kampanye
pengendalian tembakau dikurangi.

+ Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti
polabelanja operasional rutin.




Simulasi Saluran transmisi Deskripsi
ekonomi
Simulasi E Realokasike + Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan
program-program PRD**, sisa pendapatan cukai yang dapat
perlindungan dialokasikan secara diskresioner dialokasikan
sosial untuk program-program perlindungan sosial

dan sektor-sektor terkait, termasuk bantuan
pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan
dasar.

+ Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti
pola belanja operasional rutin.

Dampak Keseluruhan Dampak Diestimasi dengan menggabungkan dampak
makroekonomi - dari Simulasi A dan B dengan salah satu skenario
bersih pengeluaran pemerintah (Simulasi C, D.I, D.Il, atau

E).

Catatan:

* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) setara dengan 3 persen dari penerimaan cukai
rokok dalam negeri. Berdasarkan peraturan yang berlaku, 50 persen DBH CHT dialokasikan untuk
kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk program-
program kesehatan.

** Pajak rokok provinsi (PRD) dikenakan sebesar 10 persen dari penerimaan cukai rokok. Dari
penerimaan pajak rokok provinsi tersebut, 37,5 persen dialokasikan untuk mendukung Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), setidaknya 7,5 persen untuk layanan kesehatan lainnya, dan hingga 5
persenuntuk penegakan hukum.

Simulasi A menggambarkan penurunan konsumsi rokok yang terjadi secara langsung sebelum
rumah tangga mengalokasikan kembali tabungan yang dihasilkan dari berkurangnya pengeluaran
untuk rokok. Simulasi B memperkirakan dampak dari penyesuaian pengeluaran rumah tangga.
Dalam analisis kami, pendapatan rumah tangga diasumsikan tetap konstan, sehingga peningkatan
pengeluaran untuk rokok akan bergeser atau pengeluaran untuk komoditas non-rokok berkurang.
Penyesuaian pengeluaran non-rokok yang dihasilkan didistribusikan ke berbagai komoditas secara
proporsional sesuai dengan struktur konsumsi rumah tangga dasar yang tercantum dalam tabel
IO. Oleh karena itu, efek gabungan dari Simulasi A dan B mewakili dampak bersih dari perubahan
pengeluaran rumah tangga setelah reformasi cukai rokok.

Dampak pengeluaran pemerintah dievaluasi melalui Simulasi C, D.1, D.Il, dan E. Di seluruh skenario
pengeluaran pemerintah, penerimaan tambahan pemerintah terlebih dahulu dialokasikan sesuai
denganketentuanperundang-undanganyangberlakumengenaialokasikhusus cukairokok sebelum
asumsi pengeluaran alternatif apa pun diterapkan. Hal ini mencakup alokasi waijib sebesar 3 persen
dari pendapatan cukai rokok tambahan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Berdasarkan
peraturan ini, DBH CHT dialokasikan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen
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untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk program kesehatan [25].

Jumlah tersebut juga mencakup Pajak Rokok Daerah (PRD), yang dikenakan sebesar 10 persen dari
penerimaan cukai rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
(UU HKPD) dan diaturlebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang
tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. Dari 10 persen tersebut, 2,5 poin
persentase dialokasikan kepada pemerintah pusat untuk keperluan penegakan hukum, sedangkan
7,5 poin persentase sisanya disalurkan kepada pemerintah provinsi, di mana 37,5 persennya
digunakan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setidaknya 7,5 persen dialokasikan
untuk layanan kesehatan lainnya, dan hingga 5 persen dialokasikan untuk penegakan hukum di
tingkat daerah [26].

Karena penerapan ketentuan peraturan tersebut ke dalam sektor-sektor Input-Output yang sesuai
tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan itu sendiri, kegiatan-kegiatan yang diusulkan
yang tercantum di dalamnya disesuaikan dengan sektor-sektor Input-Output yang paling relevan.
Pendapatan PPN tambahan diasumsikan akan terus mengikuti pola pengeluaran pemerintah dasar
yang tergambar dalam tabel Input-Output (skenario business as usual). Setelah alokasi wajib ini
terpenuhi, sisa pendapatan cukai diskresioner dialokasikan sesuai dengan asumsi yang ditetapkan
dalam setiap skenario pengeluaran pemerintah.



5

HASIL

5.1Hubungan Antarsektor antara Sektor Rokok dan Sektor Lainnya

Bagian ini menguraikan keterkaitan ekonomi antara sektor rokok dan sektor-sektor lain dalam
perekonomian Indonesia berdasarkan analisis Input-Output (I0). Pembahasan dimulai dengan
memaparkan penjelasan mengenai struktur input sektor rokok, dilanjutkan dengan pengganda
output, pendapatan, dantenagakerja, serta sektor-sektoryang paling terpengaruh oleh perubahan
permintaan rokok.

5.1.1 Struktur Input-Output pada Sektor Rokok

Sektor rokok menghasilkan output sebesar Rp272,56 triliun pada tahun 2025. Struktur inputnya
disajikan pada Tabel 7a. Untuk menghasilkan satu unit output, sektor ini membutuhkan 0,353 unit
(35,3%) input antara dalam negeri dan 0,057 unit (5,7%) input impor, sedangkan sisanya sebesar
0,590 unit (59,0%) merupakan nilai tambah. Di sisi output, hampir seluruh produksi rokok ditujukan
untuk permintaan akhir-terutama konsumsi rumah tangga-dengan hanya sebagian kecil yang
digunakan sebagai input antara oleh industri lain (Tabel 7b). Akibatnya, sektor rokok menunjukkan
keterkaitan ke depan (forward linkage) yang sangat terbatas dalam perekonomian, yang berarti
bahwa perubahan dalam produksi rokok menghasilkan output tambahan yang relatif kecil diindustri
hilir.

Table 7a. Strukturinput-output pada sektorrokok (input)

Nilai Persentase dari total
(triliun rupiah) Input
(%)

Input Antara 35.3%

Pertanian 40,77

Industri 28,70

Jasa 26,85
Impor 15,562 57%
(input antara yang diimpor)
Nilai tambah 160,72 59,0%
(upah, surplus, pajak bersihlainnya atas produksi)
Nilai total input 272,56 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan analisis 10.
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Table 7b. Strukturinput-output pada sektorrokok (output)

IEY Persentase dari total
(triliun rupiah) output
%

Permintaan antara (dijual ke industrilain) 5,63 2,1
Konsumsirumah tangga 249,03 91,4
Perubahaninventaris 3,67 1,3
Eksporbarang 13,74 5,0
Eksporjasa 0,49 0,2
Nilai total output 272,56 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan analisis 1O.

5.1.2 Pengganda Output

Pengganda output mengukur perubahan total dalam output seluruh perekonomian yang dihasilkan
oleh perubahan sebesar satu unit dalam permintaan akhir suatu sektor tertentu. Pengganda output
Tipe-lterdiridaritigakomponen: efek awal, efeklangsung, danefek tidaklangsung. Efek awal bernilai
satu, yang mencerminkan perubahan langsung pada output sektor tersebut akibat perubahan
satu unit dalam permintaan akhir. Efek langsung mencakup output tambahan yang dibutuhkan dari
industri-industri yang memasok input antara ke sektor tersebut, sedangkan efek tidak langsung
mencerminkan putaran produksi berikutnya yang dihasilkan ketika industri-industri pemasok
tersebut membeliinput dari pemasok mereka sendiri.

Tabel 8 menunjukkan bahwa efek langsung sektor rokok sebesar 0,35, yang mengindikasikan
bahwa untuk menghasilkan tambahan output rokok sebesar Rp1,00 triliun diperlukan sekitar Rp353
miliar input antara dari sektor hulu. Sebaliknya, penurunan output rokok sebesar Rp1,00 triliun akan
mengurangi permintaan terhadap input antara sebesar jumlah yang sama. Efek tidak langsung
diperkirakan sebesar 0,17, yang mencerminkan produksi tambahan yang dihasilkan di sepanjang
rantai pasokan hulu. Secara gabungan, efek-efek ini menghasilkan pengganda output Tipe-|
sebesar 1,53, yang berarti bahwa setiap kenaikan (penurunan) sebesar Rp1,00 dalam permintaan
akhir terhadap produk rokok akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp1,53 dalam total
output ekonomi.

Pengganda output Tipe-Ilmemperluas pengganda Tipe-l dengan memasukkan efek konsumsiyang
ditimbulkan, yang muncul ketika perubahan pendapatan rumah tangga memengaruhi konsumsi
rumah tangga dan memicu putaran aktivitas ekonomi tambahan. Untuk sektor rokok, pengganda
output Tipe-Ill sebesar 2,20, yang menunjukkan bahwa setiap tambahan Rp1,00 pada permintaan
akhirprodukrokokmemerlukanRp2,20 output total diseluruh perekonomian. Sebaliknya, penurunan
(kenaikan) permintaan akhir rokok sebesar Rp100 triliun akan mengurangi (meningkatkan) output
ekonomitotal sekitar Rp220 triliun.
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Tabel 8. Pengganda output pada sektorrokok

Jenis Pengganda Nilai

Efek awal 1,00
Efeklangsung 0,35
Efek tidak langsung 0,17
PenggandaTipe-I 1,53
Efek yang dipicu oleh konsumsi 0,67
Pengganda Tipe-II 2,20

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel |O.

Tabel 9 menyajikan lima sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan produksi rokok. Selain
sektor rokok itu sendiri, yang menyumbang 46,9 persen dari total pengganda output Tipe-Il, sektor
pertanian (tanaman musiman dan tanaman perkebunan tahunan) termasuk di antara sektor-sektor
yang paling terpengaruh karena menyediakan porsi yang signifikan dariinput antara yang digunakan
dalam produksi rokok. Sektor-sektor lain yang mengalami dampak limpahan (spillover effect) yang
relatif besarmeliputiindustrimakanan danminuman, perdagangan grosirdan eceran, sertainformasi
dan komunikasi. Sektor-sektor ini terpengaruh baik melalui hubungan pasokan langsung dengan
sektor rokok maupun melalui hubungan produksi dan konsumsiyang lebih luas yang ditangkap oleh
pengganda Tipe-II.

Tabel 9. Lima sektorteratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok
berdasarkan pengganda output Tipe-ll

Sektor Kontribusi terhadap faktor pengganda
(%)

Sektorrokok 46,9%

Tanaman perkebunan musiman dan tahunan 9,4%

Industrimakanan dan minuman 6,2%

Perdagangan grosirdan eceran 51%

Informasi dan komunikasi 2,9%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel |O.

5.1.3 PenggandaPendapatan

Pengganda pendapatan mengukur perubahan total pendapatan agregat rumah tangga yang
dihasilkan oleh perubahan satu unit dalam output suatu sektor tertentu. Tabel 10 menyajikan
pengganda pendapatan sektor rokok di Indonesia. Penurunan produksi rokok sebesar Rp1,00
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triliun secaralangsung mengurangi pendapatan rumah tangga di dalam sektor rokok sebesar Rp153
miliar (efek awal). Penurunan produksi tersebut juga menurunkan pendapatan di industri pemasok
hulu sebesar Rp78 miliar (efek langsung), sementara putaran produksi berikutnya mengurangi
pendapatan di sektor-sektor yang lebih hulu sebesar tambahan Rp36 miliar (efek tidak langsung).
Setelah memperhitungkan efek konsumsi yang ditimbulkan, pengganda pendapatan Tipe-Il
diperkirakan sebesar 0,40, yang menunjukkan bahwa setiap penurunan (kenaikan) sebesar Rp1,00
triliun dalam output rokok akan mengurangi (meningkatkan) pendapatan rumah tangga agregat
sekitar Rp400 miliar.

Tabel 10. Pengganda pendapatan pada sektor rokok

Jenis Pengganda Nilai

Efek awal 0,15
Efeklangsung 0,08
Efek tidaklangsung 0,04
PenggandaTipe-I 0,27
Efek yang dipicu oleh konsumsi 0,13
Pengganda Tipe-II 0,40

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel |O.

Tabel 11 mengidentifikasi sektor-sektor di mana perubahan pendapatan rumah tangga paling
terkonsentrasi sebagai akibat dari perubahan produksi rokok. Selain sektor rokok itu sendiri, yang
mengalami dampak pendapatan terbesar, pertanian tanaman perkebunan merupakan sektor yang
paling terdampak karenaketerkaitannyayang kuat dihulu denganindustri manufakturrokok. Sektor-
sektorlain yang mengalami efek pendapatan relatif besar meliputi perdagangan grosir dan eceran,
jasa perantara keuangan, serta informasi dan komunikasi.

Tabel 11. Lima sektor teratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok
berdasarkan pengganda pendapatan Tipe-I|

Sektor Kontribusi terhadap faktor pengganda
(%)

Sektorrokok (efek tersendiri) 39,6%

Tanaman perkebunan musiman dan tahunan 14,5%

Perdagangan grosirdan eceran 8,4%

Layanan perantara keuangan 2,9%

Efek yang dipicu oleh konsumsi 2,8%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel 1O.
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5.1.4 Pengganda Ketenagakerjaan

Pengganda ketenagakerjaan mengukur jumlah lapangan kerja yang tercipta atau hilang dalam
perekonomian sebagai akibat dari perubahan satu unit dalam output suatu sektor tertentu. Berbeda
dengan pengganda output dan pendapatan, Tabel 12 menyajikan pengganda ketenagakerjaan
secara terpisah untuk SKM, SKT, dan SPM karena ketiga subsektor rokok tersebut memiliki tingkat
intensitas tenaga kerja yang sangat berbeda. Pengganda tersebut dinyatakan sebagai jumlah
lapangan kerja yang terkait dengan setiap Rp1 miliar output. Untuk setiap Rp1 miliar output rokok,
penggandaketenagakerjaanTipe-lldiperkirakansebesar10 lapangankerjauntuk SKT, dibandingkan
dengan 8 lapangan kerja untuk SPM dan 6 lapangan kerja untuk SKM, yang mencerminkan intensitas
tenaga kerjayang jauhlebih tinggi dalam produksirokok linting tangan.

Tabel 12. Pengganda ketenagakerjaan menurut jenis rokok (jumlah orang per 10 miliar rupiah output)

Jenis pengganda SKM SKT SPM
Efek awal 2 39 21
Efeklangsung* 25 25 25
Efek tidaklangsung* 8 8 8
Pengganda Tipe-I 35 72 54
Efek yang dipicu oleh konsumsi* 26 26 26
Pengganda Tipe-II 61 98 80

Penulis: Perhitungan penulis berdasarkan tabel 1O.

Catatan: *Efek langsung, tidak langsung, dan yang ditimbulkan oleh konsumsi diasumsikan sama di seluruh SKM, SKT,
dan SPMkarena data Input-Output khusus subsektor tidak tersedia. Oleh karenaiitu, ketiga subsektor rokok tersebut
diasumsikan memiliki struktur input antara yang sama dan memperoleh pasokan dari pemasok yang sama dalam proporsi
yang sama.

Tabel 13 menyajikan komposisi sektoral dari pengganda ketenagakerjaan Tipe-Il untuk setiap
subsektor rokok. Tanaman perkebunan musiman dan tahunan, pertanian tanaman pangan,
perdagangan grosir dan eceran, serta industri pengolahan tembakau secara konsisten muncul
sebagai penyumbang terbesar di ketiga subsektor rokok tersebut, yang mencerminkan peran
penting mereka dalam rantai pasokan rokok. Efek ketenagakerjaan dari industri rokok itu sendiri
menyumbang 40,7 persen dari total pengganda ketenagakerjaan untuk SKT, dibandingkan dengan
27,5 persen untuk SPM dan hanya 4,8 persen untuk SKM. Di antara produk rokok mesin, perbedaan
antara SPM dan SKM mencerminkan perbedaan kebutuhan tenaga kerja langsung dalam proses
produksinya. SKM menyumbang sekitar 53% dari output sektor rokok (Gambar 2), tetapi hanya
sekitar 6% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 miliar
output SKM hanya membutuhkan sekitar 0,2 tenaga kerja. Sebaliknya, SPM menyumbang sekitar 3%
dari output dan tenaga kerja sektor rokok, dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 2,1 orang untuk
setiap RpImiliaroutput. Dengandemikian,dampaklangsung SKMterhadap penyerapantenagakerja
relatif kecil, sedangkan sebagian besar efek pengganda tenaga kerjanya berasal dari sektor-sektor
pemasok. Polaini sejalan dengan proses produksi rokok kretek linting tangan yang jauh lebih padat
karya dibandingkan dengan produksi rokok mesin yang lebih termekanisasi. Namun, dekomposisi
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sektoral ini harus ditafsirkan dengan hati-hati, karena didasarkan pada asumsi bahwa SKM, SKT, dan
SPM memiliki strukturinput produksiyang sama akibat tidak adanya data Input-Output yang spesifik
untuk masing-masing subsektor.

Tabel 13. Komposisi sektoral daripengganda ketenagakerjaan Tipe-Il pada subsektor rokok

Sektor Kontribusi terhadap faktor pengganda

Sektorrokok (efek tersendiri) 4,8% 40,7% 27,5%
Tanaman perkebunan musiman dan 30,5% 19,0% 23,2%
tahunan

Pertanian tanaman pangan 11,5% 7,2% 8,8%
Perdagangan grosirdan eceran 11,3% 7,0% 8,6%
Industri pengolahan tembakau 11,2% 7,0% 8,5%
Layanan makanan dan minuman 5,1% 3,2% 3,9%
Sektorlainnya 25,5% 15,9% 19,5%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel |O.

5.2 Dampak Makroekonomi dari Reformasi Cukai Rokok

BagianinimenyajikanhasilanalisisInput-Output(IO)mengenaidampakmakroekonomidarireformasi
cukairokok terhadap output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Perkiraan tersebut
didasarkan pada pengganda Tipe-Il yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, yang mencakup baik
efek yang dipicu oleh produksi maupun efek yang dipicu oleh konsumsi di seluruh perekonomian.

5.2.1 DampakTerhadap KonsumsidanPenerimaan CukaidalamBerbagaiSkenario

Gambar 5 menyajikan estimasi dampak reformasi cukai rokok pada dua belas skenario kebijakan.
Peningkatan tarif cukai rokok mengurangi konsumsi rokok sekaligus menghasilkan tambahan
penerimaan cukaibagipemerintah. Dampaknya terlihat semakin besar seiring dengan kenaikan tarif
cukai dan penyederhanaan lebih lanjut terhadap strukturlayer cukai rokok.

Dalam seluruh skenario kenaikan cukai, penyederhanaan golongan yang lebih luas, khususnya pada
Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun melalui penyederhanaan secara bersamaan pada golongan
rokok linting tangan dan mesin, secara konsisten menghasilkan penurunan konsumsi rokok terbesar
serta tambahan penerimaan cukai tertinggi. Dampak terbesar terlihat pada Skenario 3.4, yang
menggabungkan kenaikan cukai sebesar 50% dengan penyederhanaan golongan rokok buatan
tangan (SKT) danrokok buatan mesin. Skenario inimenghasilkan penurunan konsumsirokok sebesar
10,1% dan tambahan pendapatan cukai sebesar Rp109,6 triliun.



Gambar 5.Tambahan penerimaan pemerintah cukai dan perubahan permintaan rokok pada berbagai skenario
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Penguraian perubahan konsumsi rokok berdasarkan jenis produk menunjukkan bahwa SKM
mengalami penurunan terbesar di semua skenario reformasi, mencapai sekitar 19,5 persen pada
Skenario 3.4 (Gambar 6). Hal ini sebagian besar mencerminkan pangsa pasar SKM yang dominan
dalam pasarrokok.

Meskipun total konsumsi rokok menurun di bawah semua skenario reformasi, distribusi penurunan
tersebut bervariasi tergantung pada rancangan reformasi cukai. Ketika kenaikan cukai dipusatkan
pada rokok buatan mesin-misalnya, dalam skenario penyederhanaan tingkat cukai rokok buatan
mesin (Skenario 1.2, 2.2, dan 3.2)-sebagian konsumen beralih dari SKM ke produk kretek linting
tangan (SKT) yang harganya relatif lebih murah. Namun, skenario yang simplifikasi layer cukai baik
untuk rokok buatan mesin maupun lintingan tangan (Skenario 1.4, 2.4, dan 3.4)-yang juga menaikkan
harga SKT secara signifikan-mengurangi perilaku peralihan tersebut dengan memperkecil selisih
harga antarproduk rokok. Akibatnya, penyederhanaan tingkat cukai SKM/SPM dan SKT secara
bersamaan menghasilkan penurunan total konsumsirokok yang lebih besar dibandingkan reformasi
yang hanya menyasar satu segmen pasar rokok.



Gambar 6. Perubahan permintaan berdasarkan jenis rokok di berbagai skenario
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5.2.2 Dampak MakroekonomiLintas Skenario

Gambar 7 menyajikan estimasi dampak makroekonomi bersih dari dua belas skenario reformasi
cukai rokok berdasarkan empat skema alternatif penggunaan pendapatan pemerintah. Pada
semua skenario yang disimulasikan, reformasi cukai rokok menghasilkan dampak bersih positif
terhadap output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Besaran dampak ini umumnya
meningkat seiring dengan besarnya kenaikan cukai dan tingkat penyederhanaan struktur cukai. Hal
ini menunjukkan bahwa reformasi yang lebih komprehensif, yang memadukan kenaikan cukai yang
lebihbesardengan penyederhanaan struktur cukaiyanglebihluas(layermenjadilebih sedikit), dapat
menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian secara keseluruhan.

Di antara berbagai skenario yang disimulasikan, reformasi paling komprehensif, yang
menggabungkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen dengan penyederhanaan serentak
pada golongan rokok kretek tangan (SKT) maupun rokok buatan mesin (SKM/SPM) dalam kerangka
alokasi pendapatan pemerintah yang berlaku saat ini, menghasilkan keuntungan makroekonomi
bersih terbesar. Melalui strategi reformasiini, total output ekonomi diperkirakan meningkat sebesar
Rp315,1triliun, pendapatan agregat sebesar Rp81,7 triliun, dan lapangan kerja bertambah sekitar 1,14
juta posisi secara bersih.
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Gambar 7. Dampak reformasi cukai rokok: output, pendapatan, dan ketenagakerjaan
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5.2.3 DekomposisiDampak Ekonomipada Skenario denganKeuntungan Ekonomi
Tertinggi

Dalam skenario reformasi yang paling komprehensif, dampak terhadap perekonomian secara
keseluruhan disalurkan melalui tiga saluran. Pertama, harga rokok yang lebih tinggi meningkatkan
pengeluaran rumah tangga untuk rokok, meskipun volume konsumsinya menurun, mengingat
orang yang tetap merokok perlu membayar lebih mahal untuk rokok. Kedua, rumah tangga
mengalihkan pengeluaran dari barang dan jasa non-rokok untuk menutupi peningkatan belanja
rokok tersebut, sehingga sebagian mengimbangi ekspansi ekonomi yang dihasilkan. Ketiga,
tambahan pendapatan pemerintah dari reformasi disalurkan kembali melalui belanja publik dengan
skema alokasi konvensional (business-as-usual, BAU), yang memicu aktivitas ekonomi lebih lanjut.
Secara keseluruhan, dampak makroekonomi yang positif terutama didorong oleh efek ekspansif
dari belanja pemerintah yang dibiayai oleh tambahan penerimaan pemerintah dari cukai rokok, yang
dampaknya lebih besar daripada kontraksi pada pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa
non-rokok.

Penguraian hasil simulasimenunjukkan kontribusidari setiap saluran (Gambar 8). Peningkatan belanja
rokok (Simulasi A) menaikkan output ekonomi sebesar Rp200,9 triliun, sementara realokasi dari
belanja non-rokok (Simulasi B) menurunkan output sebesarRp230,4 triliun. Belanja pemerintah yang
didanai oleh tambahan penerimaan dari cukai rokok (Simulasi C) memberikan kontribusi tambahan
sebesarRp344,5 triliun. Secara keseluruhan, dampak-dampak ini menghasilkan peningkatan bersih
output ekonomisebesarRp315,1triliun, pendapatan agregat sebesarRp81,7 triliun, serta penciptaan
sekitar 1,14 jutalapangan kerja.

Gambar 8. Dekomposisidampak
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5.2.4 Perbandingan dengan studi CISDItahun 2021

Gambar 9 membandingkan dampak makroekonomi bersih yang diestimasi dalam studi ini dengan
studi input-output 2021 kami [7]. Kedua studi melaporkan dampak bersih pada alokasi business-
as-usual atas penerimaan tambahan, dalam nilai nominal. Namun, skenario reformasinya berbeda.
Studi 2021 mensimulasikan kenaikan tarif cukai 2020 (23,8 persen untuk kretek dan 27,2 persen
untuk rokok putih) serta kenaikan 30 dan 45 persen, tanpa mengubah struktur layer cukai. Studi ini
mensimulasikan kenaikan 10, 25, dan 50 persen, membedakan tiga jenis rokok (SKM, SKT, dan SPM),
serta mengevaluasi penyederhanaan layer cukai. Gambar 9 menampilkan struktur delapan layer
yang ada saat ini dan struktur yang disederhanakan menjadi empat layer.

Karena besaran kenaikan cukainya tidak sama, perbandingan difokuskan pada level yang paling
mendekati. Pada struktur delapan layer yang ada, kenaikan cukai 25 persen akan meningkatkan
output sebesar Rp128,1 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp33,2 triliun, dan lapangan kerja
sebanyak 456,5 ribu. Sebagai pembanding, kenaikan 30 persen dalam studi 2021 menghasilkan
Rp56,9 triliun, Rp16,6 triliun, dan 263,3 ribu lapangan kerja. Kenaikan 50 persen akan meningkatkan
output sebesar Rp232,5 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp60,2 triliun, dan lapangan kerja
sebanyak 845,8 ribu. Pembandingnya, kenaikan 45 persen dalam studi 2021 menghasilkan Rp84,2
triliun, Rp24,1triliun, dan 400, 3 ribulapangan kerja. Jika kenaikan 50 persen dikombinasikan dengan
penyederhanaan layer, manfaatnya meningkat lebih jauh menjadi Rp315,1 triliun, Rp81,7 triliun, dan
1,14 juta lapangan kerja.

Besaran ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Studi 2021 menggunakan Tabel IO 2010 yang
diperbarui ke tahun 2019 dan elastisitas permintaan untuk hanya dua jenis rokok. Sebaliknya,
studi ini menggunakan Tabel IO 2020 yang diperbarui ke tahun 2025. Nilai nominalnya sebagian
mencerminkan perubahan harga dan pertumbuhan ekonomi antara 2019 dan 2025. Meskipun
berbeda, kedua studi sampai pada kesimpulan yang sama. Pada keduanya, kenaikan cukai rokok
menghasilkan dampak makroekonomibersihyang positif danmakin besar seiring besarnyakenaikan
cukai, terutama didorong oleh belanja pemerintah atas penerimaan tambahan. Sebaliknya, dampak
penurunan konsumsi rokok dan realokasi belanja rumah tangga sebagian besar saling menghapus
(Gambar 8). Pembaruan ini juga menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur layer meningkatkan
manfaat tersebut.
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Gambar 9. Dampak makroekonomibersih pada studi 2021 dan situasi 2025 (nilai nominal)
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Catatan: Estimasi studi 2021 pada titik 23,8% sesuai dengan skenario kenaikan cukai setara tarif 2020 (23,8% untuk kretek
dan 27,2% untuk rokok putih). Seri 2025 sesuaidengan Skenario 1.1, 2.1,dan 3.1(delapanlayeryang ada) serta Skenario 1.4, 2.4,
dan 3.4 (empatlayer) pada Simulasi C.

5.2.5 PotensiTransisi Tenaga Kerja dari Sektor Tembakau

Dalam skenario dengan keuntungan ekonomi tertinggi, tidak ada satu pun sektor yang diperkirakan
akan mengalami penurunan dalam jumlah lapangan kerja. Hal ini mencerminkan struktur jangka
pendek darimodel tersebut: karena permintaan rokok bersifat relatif inelastis, kenaikan harga lebih
dari sekadar mengimbangi penurunan volume konsumsi, sehingga mempertahankan pengeluaran
nominal untuk rokok serta permintaan tenaga kerja di sektor-sektor terkait tembakau tepat setelah
reformasi dilakukan. Dengan demikian, penambahan lapangan kerja tersebut mencerminkan
ekspansiekonomiyang menyeluruh, bukan sekadarrealokasipekerja dari sektortembakau ke sektor
lain.

Hasil ini tidak menyiratkan bahwa lapangan kerja di sektor tembakau akan tetap aman dalam jangka
panjang. Kenaikan cukai yang berkelanjutan dan penurunan prevalensi merokok kemungkinan akan
mengurangi output serta lapangan kerja di sektor tembakau seiring berjalannya waktu, sementara
kerangka kerja Input-Output yang bersifat statis tidak dapat menangkap dampak-dampak
dinamis tersebut. Oleh karena itu, transisi bertahap para pekerja ke sektor-sektor yang sedang
berkembang (yaitu industri non-tembakau) merupakan prospek jangka panjang yang realistis.
Persiapan menghadapi transisi ini selagi lapangan kerja secara agregat masih terus bertambah
akan memungkinkan para pekerja untuk beralih secara bertahap ke peluang-peluang baru, alih-alih
menghadapirisiko kehilangan pekerjaan akibat kontraksi sektor yang terjadi secara mendadak.
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Sektor-sektordengan peningkatanlapangan kerja terbesar memberikan indikasi mengenai dimana
transisi ini dapat terjadi. Sektor-sektor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam
pertanian dan sektor primer, industri dan utilitas, sertajasa dan perdagangan (Tabel 14).

Tabel 14. Sektor tujuan potensial untuk transisi tenaga kerja dari sektor tembakau

Sektor sasaran Lowongan kerja Peningkatan dari

bersih (orang) nilai dasar (%)

Pertanian dan kegiatan primer

Pertanian tanaman pangan 39.770 0,20
Peternakan 4.824 0,10
Jasa pertaniandan perburuan 2.614 0,91
Tanaman hortikultura musiman dan tahunan 675 0,03
Perikanan 591 0,04
Industri dan utilitas
Konstruksi 9.746 0,10
Industrimakanan dan minuman 9.038 0,15
Industri kertas dan produk kertas 8.059 1,03
Penyediaan air, pengelolaanlimbah, serta 5.332 0,89

penanganan sampah dan daurulang
Industrikimia, farmasi, dan obat-obatan tradisional 3.225 0,46

Jasa dan perdagangan

Perdagangan grosirdan eceran, bukan mobil dan 45,087 0.19
sepeda motor

Penyediaan akomodasi 20,462 1.08
Jasa perusahaan 18,508 0.72
Penyediaan makanan dan minuman 14,889 0.15
Angkutan darat 9,838 0.37

Sumber: Perhitungan penulis.

Dalam sektorpertaniandankegiatan primer, sebagianbesarpenyerapantenagakerjaterkonsentrasi
pada tanaman pangan, peternakan, tanaman musiman dan hortikultura, perikanan, serta jasa
pertanian; sektor-sektor ini menawarkan kesesuaian keterampilan yang paling tepat bagi pekerja
perkebunan yang beralih profesi, karena kompetensi mereka dalam pengelolaan tanah, perawatan
tanaman, penanganan panen, dan rantai pasok pedesaan dapat langsung diterapkan. Bukti dari
Survei Petani Tembakau (Tobacco Farmers Survey, TFS) longitudinal di Indonesia memperkuat
gambaran ini: mantan petani tembakau yang sepenuhnya berhenti menanam tembakau memiliki
kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan mereka yang tetap bertahan, dengan pendapatan
lebih tinggi serta mata pencaharian yang lebih beragam, yang mencakup usaha mandiri, pekerjaan
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denganupah, dankegiatan lainnya. Yang terpenting, transisiini tidak mengharuskan perubahan total
identitas sebagaipetani; hampir seluruh mantan petani tembakau (98,85 persen) telah terlibat dalam
kegiatan pertanian non-tembakau dalam dua belas bulan sebelum survei dilakukan, dan proporsi
lahan yang lebih besar untuk tanaman tembakau justru berkorelasi dengan pendapatan rumah
tangga yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peralihan dari budidaya tembakau tidak
hanya dapat dikelola secara ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani
yang terdampak [27].

Disektorindustridan manufaktur, lowongan kerja terutama berasal dariindustri konstruksi, makanan
danminuman, sertakertas, disusul oleh sektorpengelolaanairdanlimbahsertaindustrikimia. Sektor-
sektorinisangat cocok bagipekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan mereka, karena keterampilan
merekadalampengoperasianmesin, pengendalianmutu, pengemasan, danmanajemenlini produksi
dapat diterapkan secara langsung di bidang-bidang tersebut. Data survei mendukung kesesuaian
ini: sekitar 40 persen pekerja pabrik rokok kretek sebelumnya pernah bekerja di sektor-sektor
serupa—yakni produksi makanan, pertanian, ritel, dan jasa sebelum terjun ke industri tembakau [28].
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PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok di Indonesia dapat secara bersamaan
mengurangi konsumsi rokok, memperkuat kapasitas fiskal, dan menghasilkan dampak
makroekonomi bersih yang positif. Dalam semua skenario reformasi yang disimulasikan, kenaikan
cukai rokok secara konsisten menurunkan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan
pemerintah dari cukai serta menghasilkan keuntungan bersih pada output ekonomi, pendapatan
agregat, dan lapangan kerja. Temuan ini mengisyaratkan bahwa dampak ekonomi dari reformasi
cukairokoktidak dapat dinilaihanyaberdasarkan penurunan permintaanrokok dalamjangkapendek
serta potensi implikasinya terhadap output dan lapangan kerja di sektor tembakau. Sebaliknya,
diperlukan perspektif ekonomi yang menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian untuk
menangkap penyesuaian yang lebih luas yang terjadi pasca-reformasi.

Lebih lanjut, analisis kami menunjukkan bahwa penyederhanaan layer cukai rokok secara signifikan
meningkatkan efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau. Untuk setiap kenaikan tarif cukai tertentu,
skenario yang menerapkan penyederhanaan layer secara lebih luas secara konsisten menghasilkan
penurunan konsumsi rokok yang lebih besar, penerimaan pemerintah yang lebih tinggi, serta
manfaat makroekonomiyang lebih kuat. Hal inimencerminkan struktur sistem cukairokok berlapis di
Indonesia, di mana perbedaan tarif yang besar menciptakan insentif bagi produsen dan konsumen
untuk beralih ke kategori rokok dengan tarif lebih rendah, baik di dalam maupun antar-kategori
produk SKM, SKT, dan SPM. Dengan memperkecil perbedaan harga tersebut, penyederhanaan layer
memungkinkan kenaikan tarif cukai untuk diteruskan secara lebih efektif menjadi harga eceranyang
lebih tinggi, penurunan konsumsi rokok yang lebih besar, serta penerimaan pemerintah yang lebih
tinggi. Oleh karena itu, temuan ini dapat menjadi rasionalisasi tambahan untuk melanjutkan kembali
agenda penyederhanaan layer cukai rokok di Indonesia seiring dengan kenaikan tarif cukai di masa
mendatang.

Dampak makroekonomi positif yang diamati dalam penelitian ini terutama didorong oleh realokasi
pendapatan pemerintahtambahanyang diperoleh darikenaikan cukairokok. Pendapatantambahan
tersebut disalurkan kembali ke dalam perekonomian melalui belanja publik, sehingga memicu
aktivitas ekonomi di sektor-sektor non-rokok dan mengimbangi dampak kontraksioner akibat
penurunan konsumsi rokok serta perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Hal ini memberikan
dampak bersih yang positif terhadap output ekonomi, pendapatan agregat rumah tangga, dan
lapangan kerja di seluruh skenario reformasi yang disimulasikan. Temuan ini menyoroti pentingnya
memperhitungkan penggunaan pendapatan pemerintah tambahan saat mengevaluasi dampak
cukai tembakau terhadap perekonomian secara keseluruhan, alih-alih hanya berfokus kekhawatiran
akan dampaknya terhadap permintaan rokok dan lapangan kerja diindustri tembakau.

Simulasi kamijuga menunjukkan bahwa dampak makroekonomi darireformasi cukairokok sebagian
bergantung pada bagaimana tambahan penerimaan dari cukai rokok dialokasikan. Berdasarkan
kerangka Input-Output, alokasi tambahan pendapatan tersebut sesuai dengan struktur belanja
pemerintahyangadasaatinimenghasilkanpeningkatanterbesardalamoutputekonomi,pendapatan
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agregat, dan lapangan kerja, karena porsi belanja yang lebih besar mengalir ke sektor-sektor
dengan pengganda ekonomi yang relatif tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian input-output
kamitahun 2021, yang juga menemukan bahwa mempertahankan struktur belanja pemerintah yang
ada dapat menghasilkan dampak makroekonomi jangka pendek yang relatif kuat [7]. Sebaliknya,
alokasi proporsi penerimaan yang lebih besar untuk layanan kesehatan atau Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) menghasilkan peningkatan makroekonomijangka pendek yang sedikit lebih rendah.
Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai indikasi bahwa pola alokasi konvensional (business-
as-usual, BAU) merupakan pilihan kebijakan yang paling tepat, mengingat belanja kesehatan juga
menghasilkan manfaat kesehatan dan sosial yang penting diluar aspek-aspek yang tercakup dalam
analisis ini. Oleh karena itu, keputusan mengenai alokasi tambahan penerimaan dari cukai rokok
harus mempertimbangkan baik dampak makroekonomi jangka pendek maupun tujuan kesehatan
masyarakat yang lebihluas.

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Kerangka kerja Input-Output yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan model statis yang menangkap penyesuaian sisi permintaan dalam jangka
pendek, namun tidak memperhitungkan perubahan struktural jangka panjang, kemajuan teknologi,
respons perusahaan, ataupun penyesuaian dinamis pasar tenaga kerja. Dalam jangka pendek,
karena permintaan rokok bersifat relatif inelastis, persentase penurunan konsumsi rokok mungkin
lebih kecil dibandingkan persentase kenaikan harga rokok, yang mengakibatkan peningkatan total
pengeluaran untuk rokok dan penjualan sektor tembakau meskipun konsumsi rokok menurun. Untuk
alasan yang sama, penerimaan cukai diperkirakan akan terus meningkat meskipun konsumsi rokok
menurun, sehingga menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program kesehatan
dan sosial. Potensi peningkatan penerimaan ini dapat bertahan dalam jangka panjang, bergantung
pada respons permintaan rokok terhadap kenaikan cukai yang berkelanjutan, serta memberikan
tambahan ruang fiskal untuk mendukung program kesehatan dan sosial. Akan tetapi, dalam jangka
panjang, kenaikan cukai yang berkelanjutan dan penurunan prevalensi merokok dapat mengurangi
produksi serta penyerapan tenaga kerja di sektor tembakau, sementara rumah tangga mungkin
mengalihkan pengeluaran ke barang dan jasa lain, dan pekerja yang terdampak dapat beralih ke
sektor-sektor lain [6,29]. Hasil analisis ketenagakerjaan dalam penelitian ini memberikan indikasi
mengenai potensi transisi tersebut, mengingat beberapa sektor non-tembakau mengalami
peningkatan jumlah tenaga kerja dalam skenario reformasi dan berpotensi menyediakan peluang
kerja alternatif seiring menurunnya aktivitas sektor tembakau. Namun, penelitian ini tidak mengkaiji
apakah transisi semacam itu akan benar-benar terjadi dalam praktiknya atau apakah pekerja sektor
tembakau dapat berhasil beralih ke sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut
perlumengkajirealokasitenaga kerjayang dinamis dan transisi pekerja guna memahami secara lebih
baik dampak jangka panjang reformasi cukai rokok terhadap ketenagakerjaan.

Kedua, karena tabel Input-Output spesifik subsektor yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) tidak mencakup data sub-sektor per jenis rokok, analisis ini tidak dapat membedakan struktur
input antara bagi SKM, SKT, dan SPM secara detail. Akibatnya, ketiga subsektor rokok tersebut
diasumsikan memiliki struktur input/produksi yang sama, di mana heterogenitas hanya tercermin
melalui pangsa produksi dan intensitas tenaga kerja yang teramati. Seiring dengan tersedianya
statistik Input-Output yang lebih rinci, penelitian di masa mendatang sebaiknya memasukkan
struktur produksi spesifik subsektor guna meningkatkan ketepatan estimasi dampak sektoral.
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Terakhir, keterbatasandatajuga membatasiestimasiparameterperilakuutama, khususnya elastisitas
permintaan rokok. Sebagaimana dibahas pada Bagian 4.2, ketersediaan data survei rumah tangga
(Susenas) membatasi estimasi respons perilaku konsumen secara spesifik untuk setiap jenis rokok,
yaitu SKM, SKT,dan SPM. Data surveirumahtanggayangtersedia(Susenas)tidakmenyajikaninformasi
yang cukup rincimengenaipengeluarandanhargarokok berdasarkan jenisnya, sehinggamembatasi
estimasi respons perilaku spesifik produk untuk kategori SKM, SKT, dan SPM. Penelitian di masa
mendatang juga dapat mengkaji penggunaan rokok elektrik serta potensi substitusi antara rokok
konvensional dan rokok elektrik, yang memerlukan data lebih rinci mengenai konsumsi, harga, dan
perilaku konsumen terkait rokok elektrik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan memperoleh
manfaat dari data survei yang lebih terperinci, yang membedakan pengeluaran rokok dan harga
eceran berdasarkan kategori produk serta karakteristik konsumen. Peningkatan semacam ini akan
memungkinkan estimasi responsivitas harga yang lebih akurat dan kokoh, sekaligus memperkuat
evaluasi ekonomidimasa depan terhadap reformasi cukai rokok.
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KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa cukai rokok tidak hanya merupakan kebijakan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan ekonomi
yang penting. Berdasarkan seluruh skenario yang dikaji, reformasi cukai rokok diproyeksikan dapat
menurunkan konsumsi rokok sekaligus memberikan dampak bersih yang positif terhadap output
ekonomi, pendapatan rumah tangga agregat, dan lapangan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa
kebijakan cukai tembakau yang lebih ketat tidak menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian
secarakeseluruhan apabila dampaknya ditinjau secaraluas dari perspektif makroekonomi, dibawah
asumsi yang dipakai dalam studi ini. Selain itu, penelitian ini menyajikan penilaian awal mengenai
potensi realokasi tenaga kerja dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang sedang berkembang
yang dapat menyediakan peluang kerja alternatif.

Temuan-temuan ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah perlu
mempertimbangkan kenaikan tarif cukai rokok yang signifikan dan berkelanjutan, disertai dengan
penyederhanaan struktur tingkat cukai, guna memperkuat efektivitas kebijakan cukai tembakau.
Untuk memastikan bahwa kenaikan tarif cukai diikuti oleh kenaikan harga yang dibayarkan konsumen
dan meningkatkan efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau, pemerintah juga perlu menyesuaikan
Harga Jual Eceran (HJE) minimum secara proporsional. Langkah ini dapat membatasi peralihan
produsen dan konsumen ke produk rokok dengan harga yang lebih murah (downtrading) sebagai
respons terhadap kenaikan cukai.

Di antara berbagai skenario yang dikaji dalam penelitian ini, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50
persenyang dipadukan dengan penyederhanaan struktur cukai dari delapan tingkat menjadiempat
tingkat menghasilkan estimasi keuntungan makroekonomi bersih terbesar, sekaligus menurunkan
konsumsi rokok secara signifikan dan meningkatkan penerimaan pemerintah. Kedua, mengingat
sifat industri tembakau yang tidak berkelanjutan pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah
transisi tenaga kerja yang terarah, seperti program pelatihan ulang keterampilan, bantuan transisi
pekerjaan, dan strategi diversifikasi ekonomi lokal bagi masyarakat yang bergantung pada sektor
tembakau untuk mempertahankan manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang ditunjukkan dalam
penelitian ini. Skenario ini menjadi acuan penting bagi reformasi kebijakan cukai rokok di Indonesia
dimasa mendatang.
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Tabel Al. Ringkasan tabel IO

Pengganda Tipe-II
Porsi Porsi Porsi Ketenaga- Porsi Konsumsi Porsi Konsumsi

Sektor -
Output Pendapatan Ketenagd Output Pendapatan kerjaan RumahTangga Pemerintah

kerjaan

1 Pertanian tanaman pangan 2,21 0,57 0,036 1,50% 2,46% 13,26% 0,58% 0,00%

Tanaman hortikultura musiman,
2 tanaman hortikultura tahunan, dan 2,05 0,46 0,009 0,92% 1,18% 1,54% 2,36% 0,00%
pertanian lainnya

Tanaman perkebunan musiman dan

3 215 0,51 0,014 311% 4,32% 8,41% 015% 0.00%

4 Peternakan 257 0.60 0,015 133% 1.99% 3.40% 114% 0.00%

5 Jasa pertanian dan perburuan 2,09 0,45 0,009 0,14% 0,17% 0,20% 0,00% 0,00%

6 Kehutanan dan penebangan kayu 2,16 0,56 0,006 0,35% 0,57% 0,21% 0,01% 0,00%

7 Perikanan 2.09 0,51 0.007 1.64% 2.47% 114% 372% 0.00%
Pertamb inyak, gas, d

8 p:;::’bu??a” minyax, gas, aan 1.99 0,31 0,003 1.76% 113% 0.12% 0.00% 0.00%

9 Pertambangan batu bara danlignit 2,15 0,32 0,004 3,21% 1,72% 0,25% 0,00% 0,00%

10 Pertambangan bijih logam 1.96 0,33 0.004 133% 0.96% 0.40% 0.00% 0.00%
Pertamb d I

n Ia?r:nayran angandan penggatian 226 0,46 0,005 1.21% 1.28% 0.41% 0.00% 0.00%
Industri bat t i

12 r:?n‘;:d:n‘;:?a sertapengrangan 2.00 0.22 0,002 2.00% 0.58% 0.20% 1.82% 0.00%

13 Industrimakanan dan minuman 2,58 0,42 0,012 10,84% 416% 4.00% 18,39% 0,34%

1411 Industrirokok putih mesin (SPM) 2,20 0,40 0,008 0,02% 0,01% 0,01% 0,06% 0,00%

1412 Industri rokok kretek mesin (SKM) 220 0,40 0,006 0.33% 0.25% 0.02% 113% 0,00%
Industri rokok kretek linting t

1413 (gK‘;f rirokoxreteriinting tangan 220 0,40 0,010 0.27% 0.21% 0.32% 0.95% 0,00%

142 Industripengolahan tembakau 2,34 0,39 0,021 0,04% 0,02% 0,17% 0,00% 0,00%

15 Industritekstil dan pakaian jadi 2,73 0,43 0,013 1,65% 1,04% 2,89% 1,70% 0,00%
Industri kulit i kulit

16 anl;jsuiarlLiUI ,barang dari kulit, dan 277 0.62 0,014 0.27% 0.37% 0.53% 0.22% 0.00%

Industri kayu, barang dari kayu dan
17 gabus, serta anyaman daribambu, 2,63 0,49 0,012 0,48% 0,36% 0,95% 0,03% 0,00%
rotan, dan sejenisnya

Industrikertas dan barang dari
18 kertas, percetakan, danreproduksi 2,64 0,44 0,007 1,07% 0,73% 0,54% 0,13% 0,00%
mediarekaman

Industri kimia, f i dan obat-
1o naustiximia farmasi, danoba 237 0.35 0,005 2.53% 1.31% 0.47% 1.82% 0.00%
obatan tradisional

Industrikaret, barang dari karet, dan

20
plastik

2,54 0,41 0,008 0,62% 0,32% 0,33% 0,23% 0,00%
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Pengganda Tipe-lI
Porsi Porsi Porsi Ketenaga- Porsi Konsumsi Porsi Konsumsi
Sektor Ketenaga- . .
Output Pendapatan keriaan Output Pendapatan kerjaan RumahTangga Pemerintah
1
21 Industri penggalian non-logam 2,68 0,51 0,010 0,58% 0,60% 0,91% 0,04% 0,00%
22 Industrilogam dasar 2,31 0,31 0,004 1,70% 0,75% 0,26% 0,00% 0,00%
Industribaranglogam, komputer,
23 barangelektronik, optik, dan 2,31 0,42 0,006 2,19% 1,90% 1,02% 0,94% 0,00%

peralatan listrik

Mesin industridan perlengkapan

24 (yangtidak diklasifikasikan ditempat 2,31 0,39 0,005 0,45% 0,30% 0,09% 0,03% 0,00%
lain)

25  Industriperalatan transportasi 2,61 0,55 0,006 1,53% 1,70% 0,35% 1,57% 0,00%

26 Industrifurnitur 2,52 0,49 0,016 0,21% 0,20% 0,63% 0,23% 0,00%
Industripengolahanlainnya, jasa

27  perbaikan dan pemasangan mesin 2,38 0,39 0,007 0,19% 0,14% 0,15% 0,20% 0,00%
serta peralatan

28  Kelistrikan 3,15 0,32 0,004 2,55% 0,54% 0,20% 2,47% 0,00%

29  Pengadaangasdan produksies 1,94 0,24 0,004 0,11% 0,04% 0,05% 0,00% 0,00%

30 | engadaanain pengelolaaniimban, 2,13 0,34 0,029 0,05%  0,04% 0,41% 0,14% 0,04%

serta daurulang
31 Konstruksi 2,68 0,52 0,007 13,67% 12,61% 6,51% 0,38% 0,00%

Perdagangan dan perbaikan mobil

32 orta sopedamotor 245 0,61 0,011 1,53% 2.53% 2.63% 2.45% 0.00%
Perd ird

33 (S:a;grigijr;zf:;rpea;ae;ig:) 2.40 0,57 0,01 8.62%  12.88% 16.11% 12.24% 0.04%

34 Angkutankereta api 317 0.81 0.014 0.11% 0.21% 0.24% 0.15% 0.00%

35  Angkutandarat 2,46 0,44 0,007 3,22% 2,64% 1,81% 4,42% 0,00%

36  Angkutanlaut 264 0.41 0,006 0.53% 0.29% 0.15% 0.56% 0.00%
Angkut b d

37 dzisznagna?enye erangan danay 276 052 0.006 0.22% 0.21% 0,03% 0.34% 0.00%

38 Angkutanudara 265 0.45 0.006 1.85% 1.36% 0.22% 418% 0.00%
J d d i

39 aijkztezgiupj:g:: kjr?rpe”“ma”g 255 0,49 0.010 1.28% 132% 1.84% 1.06% 0.00%

40  Penyediaan akomodasi 2,43 0,50 0,015 0,48% 0,58% 1,29% 0,68% 0,00%

41 Penyediaan makanan dan minuman 2,88 0,57 0,017 2,77% 2,96% 6,69% 912% 0,00%

42 Jasainformasi dan komunikasi 2,33 0,43 0,005 3,84% 3,39% 0,73% 5,71% 0,27%
J tarak lain bank

43 saeiir‘;‘fra” araxetangan seiain ban 223 0,54 0.006 1.89% 2.67% 0.88% 1.66% 0.89%

44 Asuransidandanapensiun 1.99 0,43 0,004 0.52% 0.55% 0.10% 1,43% 0.00%

45  Jasakeuanganlainnya 2,73 0,74 0,007 0,48% 0,87% 0,13% 0,41% 0,00%
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Pengganda Tipe-Ii
Sektor Porsi Porsi Porsi Ketenaga- Porsi Konsumsi Porsi Konsumsi
Output  Pendapatan KiZ?:::_ Output Pendapatan kerjaan RumahTangga Pemerintah
46  Layangandukungankeuangan 2,73 0,74 0,007 0,06% 0,11% 0,02% 0,05% 0,00%
47  Real estat 1,75 0,22 0,003 1,60% 0,56% 0,35% 4,32% 0,00%
48  Layananperusahaan 2,54 0,53 0,008 1,95% 2,18% 1,76% 0,32% 0,00%
Administrasi intahan,
4o ~TCministrasipemerintanan, 3,26 0,87 0,012 3,16% 6.96% 3,50% 0,05% 60,11%
pertahanan, dan jaminan sosial wajib
50 Layananpendidikan 3,07 0,96 0,016 2,16% 6,00% 5,06% 3,83% 19,98%
L kesehatan dan kegiat
51 paefer:far;ne;ii; ancanregiatan 2,93 0,58 0,010 1,78% 1,99% 1,68% 2,87% 18,32%
52  Layananlainnya 2,82 0,65 0,014 2,11% 3,30% 4,46% 3,66% 0,00%

Sumber: Perhitungan penulis.
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Lampiran 2. Analisis sensitivitas elastisitas

Sebagai bagian dari analisis sensitivitas, penelitian ini menguji beberapa rangkaian estimasi
elastisitas hargarokok. Tabel A2.1 menyajikan hasil dari skenario reformasiyang paling komprehensif
yang menggabungkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen dengan penyederhanaan
struktur cukai delapan tingkat saat ini menjadi empat tingkat serta mengkaji bagaimana estimasi
dampaknya bervariasi berdasarkan asumsi elastisitas alternatif.

Tabel A2.1Sensitivitas estimasi dampak terhadap asumsi elastisitas alternatif

Elastisitas Analisis Elastisitas Estimasiulang

batas bawah utama batas atas SUSENAS
Elastisitas harga sendiri SPM -0,300 -0,338 -0,967 -1,496
Elastisitas harga sendiri SKM -0,231 -0,800 -0,840 -1,249
Elastisitas harga sendiri SKT -0,231 -0,800 -0,840 -1,315
Elastisitas harga silang:
SPM-> SKM 0,163 0,163 0,163 -0,051
SPM- SKT 0,163 0,163 0,163 0,299
SKM- SPM 0,163 0,163 0,163 -0,603
SKM- SKT 0,200 0,350 0,500 0,110
SKT>SPM 0,163 0,163 0,163 0,594
SKT> SKM 0,200 0,350 0,500 0,018
Perubahan pada konsumsi (%)
Perubahan pada konsumsirokok — SKT 8,1 0,5 5,7 -17,7
Perubahan pada konsumsirokok — SKM 0,6 -19,5 -17,6 -53,5
Perubahan pada konsumsirokok — SPM -0,9 -0,3 -21,0 -59,9
Perubahan total pada konsumsirokok 3,9 -10,1 -7,3 -37,8
Total tambahan penerimaan pemerintah
dari cukai 187,73 109,56 118,10 -37,40
(Triliun rupiah)
Tambahan penerimaan dari cukai rokok 153,03 91,37 97,78 -24.23
Tambahan pendapatan pajak daerah 15,30 9,14 9,77 -2,42
Pendapatan PPN tambahan 19,39 9,06 10,57 -10,75

Dampak makroekonomi pada simulasi
C (alokasi pemerintah paling optimal)

Dampak terhadap output (Triliun rupiah) 527,61 315,09 337,11 -82,30
Dampak terhada endapatan (Triliun

P P pendapatan ( 136,22 81,68 87,28 220,51
rupiah)
Dampak terhadap tenaga kerja (ribuan) 1.762 1.145 1.223 -33

Sumber: Perhitungan penulis.
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Seluruh estimasi elastisitas yang dipertimbangkan dalam analisis ini diperoleh menggunakan
metodologi Deaton dan nilai unit berbasis pengeluaran rumah tangga [24,25], sehingga
menghasilkan pendekatan estimasi yang secara umum konsisten di berbagai spesifikasi elastisitas
alternatif. Namun, estimasi ulang elastisitas yang didasarkan pada data gabungan Susenas tahun
2017-2024 menunjukkan permintaan rokok yang jauh lebih elastis dibandingkan dengan estimasi
yang digunakan dalam analisis utama maupun yang umumnya dilaporkan dalam literatur ekonomi
tembakau yang lebih luas di mana permintaan rokok biasanya ditemukan bersifat inelastis terhadap
harga [25]. Saat diterapkan pada skenario reformasi 50 persen, tingkat elastisitas yang lebih tinggi
inimengimplikasikan penurunan konsumsirokok yangjauhlebihbesar, karena persentase penurunan
permintaan melampaui persentase kenaikan harga rokok. Hal ini mengakibatkan kontraksi aktivitas
di sektor rokok dan, pada akhirnya, dampak bersih simulasi yang negatif terhadap output ekonomi,
bertolak belakang dengan dampak bersih makroekonomi positif yang diperkirakan dalam analisis
utama.

Oleh karena itu, hasil Susenas terbaru harus diinterpretasikan sebagai kasus sensitivitas alternatif
daripada sebagai prediksi dampak ekonomi yang mungkin terjadi dari reformasi tersebut. Yang
penting, estimasiini masih menghasilkan efek makroekonomi bersih yang positif di bawah kenaikan
cukai 10 persen dan 25 persen (Tabel A2.2), menunjukkan bahwa hasil negatif hanya muncul ketika
respons permintaan yang jauh lebih tinggi dan elastis secara tidak lazim dikombinasikan dengan
kenaikan cukai terbesar yang diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini menggarisbawahi bahwa efek
makroekonomi yang diperkirakan bergantung baik pada besaran reformasi cukai maupun pada
asumsi mengenairesponsivitas permintaan rokok.

Tabel A2.2 Dampak berdasarkan elastisitas Susenas tahun 2020-2024 pada berbagai skenario
kenaikan cukai di bawah penyederhanaan tingkat cukai yang komprehensif

10% 25% 50%

(4 tingkat) (4 tingkat) (4 tingkat)

Perubahan pada konsumsi (%)

Perubahan pada konsumsirokok — SKT -11,3 -13,7 -17,7
Perubahan pada konsumsirokok — SKM -15,9 -30,0 -53,5
Perubahan pada konsumsirokok — SPM -10,8 -29,2 -59.9
Perubahan total pada konsumsirokok -13,7 -22,7 -37,8
Total pendapatan pajak tambahan
. . 8,35 40 -37,40
(Triliun rupiah)
Dampak makroekonomi pada simulasi C
(alokasi pemerintah paling optimal)
Dampak terhadap output 13,97 -83,30
- . 32,33
(Triliun rupiah)
D k terhad dapat t
.a.mpa .er adap pendapatan agrega 875 4,24 2051
(Triliun rupiah)
Dampak terhadap lapangan kerja (ribuan) 166,8 167,5 -33

Sumber: Perhitungan penulis.



Lampiran 3. Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario (C, D, danE) .'.

Tabel A3.1 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario C (konvensional/business as usual)

C1 Cc2 C3
Full tax pass-through SIMC1.1 SIMC1.2 SIMC1.3 SIMCl.4 SIMC2.1 SIMC2.2 SIMC2.3 SIMC2.4 SIMC3.1 SIMC3.2 SIMC3.3 SIMC3.4
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6layer 6 layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer
(penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye-
hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan
rokok rokok keduajenis) rokok rokok keduajenis) rokok rokok  keduajenis)
mesin) tangan) mesin) tangan) mesin) tangan)

Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun) 18,96 25,77 36,18 43,84 44,89 49,91 65,24 71,37 81,38 81,98 107,39 109,57
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06

Belanja ke sektor wajib (Rp triliun) 2,04 2,79 3,93 4,77 4,83 5,39 7,07 7,74 8,76 8,86 1,62 1,88
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 10,8% 10,8% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%

Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun) 16,92 22,99 32,25 39,07 40,06 44,52 58,18 63,62 72,62 73,12 95,77 97,69
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 89,2% 89,2% 89,1% 89,1% 89,2% 89,2% 89,2% 89,1% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2%

A. Alokasibelanja dari penerimaan cukai rokok

Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37

Al. Sektor wajib 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Mesin (sektor 27)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor

30) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Waijib (sektor 49) — Daerah
Jasa Pendidikan (sektor 50) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 57) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 57) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

A2. Sektor sasaran 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor19) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor

42) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

<< 49 >»
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Cl1 Cc2 (0%
Full tax pass-through SIMC1.1 SIMC1.2 SIMC1.3 SIMCl.4 SIMC21 SIMC2.2 SIMC2.3 SIMC2.4 SIMC3.1 SIMC3.2 SIMC3.3 SIMC3.4
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6layer 6layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer
(penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye-
hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan
rokok rokok keduajenis) rokok rokok keduajenis) rokok rokok  keduajenis)
mesin) tangan) mesin) tangan) mesin) tangan)
Sektor terkait program bantuan sosial:
Industri Makanan dan Minuman (sektor13) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JasaKesehatan - Publik (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
JasaKesehatan - Swasta (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%

B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah

Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan
50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14

B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib (sektor 49) — Daerah
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,18756% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875%

Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) —
36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625%

48,75% 48,75% 48,75% 48,75%  48,75%  48,75%  48,75%  48,75%  48,75%  48,75% 48,75%  48,75%

Daerah
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Cukai (sektor 49)
B2. Sektor sasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B3. Sektor lain / belanja business as usual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C. Alokasibelanja dari penerimaan PPN rokok

Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
C1. Sektor wajib 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C2. Sektor sasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)
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Tabel A3.2 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.I (sektor terkait kesehatan)

4

D1.1 D2.1 D3.1

Full tax pass-through SIMD1.1.1 SIMD1.2.1 SIMD1.3.I1 SIMD1.4.1 SIMD2.1.I1 SIMD2.2.1 SIMD2.3.I SIMD2.4.] SIMD3.1.I SIMD3.2.] SIMD3.3.1 SIMD3.4.1

10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +

6 layer 6 layer 4 layer 6 layer 6 layer 4 layer 6 layer 6 layer 4 layer

(penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye-
hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan
rokok rokok  keduajenis) rokok rokok  keduajenis) rokok rokok  keduajenis)

mesin) tangan) mesin) tangan) mesin) tangan)

Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun) 18,96 25,77 36,18 43,84 44,89 49,91 65,24 71,37 81,38 81,98 107,39 109,57
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 914
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06

Belanja ke sektor wajib (Rp triliun) 2,04 2,79 3,93 4,77 4,83 5,39 7,07 7,74 8,76 8,86 1,62 1,88
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 10,8% 10,8% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%

Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun) 15,21 20,79 29,35 35,61 36,03 40,21 52,73 57,78 65,39 66,08 86,68 88,63
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 80,2% 80,7% 81,1% 81,2% 80,3% 80,6% 80,8% 81,0% 80,4% 80,6% 80,7% 80,9%

Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 9,0% 8,5% 8,0% 7,9% 9,0% 8,6% 8,4% 8,2% 8,9% 8,6% 8,5% 8,3%

A. Alokasibelanja dari penerimaan cukai rokok

Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15
Al. Sektor wajib 3% 3% 3% 3% 3%
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor19) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
quustr| Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan 01% 0.1% 01% 0.1% 01%
Mesin (sektor 27)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor30)  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
JasaInformasi dan Komunikasi (sektor 42) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial o o o o o
Wajib (sektor 49) — Daerah 11% 11% 11% 11% 11%
Jasa Pendidikan (sektor 50) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 571) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 57) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
A2. Sektor sasaran 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49) 37,1% 37,1% 37,1% 37,1% 37,1%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51) 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 57) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor19) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
42;(ampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%
Sektor terkait program bantuan sosial:
IndustriMakanan dan Minuman (sektor 13) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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41,45 54,36 59,57
3% 3% 3%
0,8% 0,8% 0,8%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
1,1% 1,1% 1,1%
0,3% 0,3% 0,3%
0,4% 0,4% 0,4%
0,1% 0,1% 0,1%
97,0% 97,0% 97,0%
37,1% 37,1% 37,1%
12,4% 12,4% 12,4%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
7,9% 7,9% 7,9%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%

67,41

3%
0,8%
0,1%

0,1%

0,1%
0,1%

1,1%

0,3%
0,4%
0,1%

97,0%
37,1%
12,4%
9,9%
9,9%
9,9%
9,9%

7,9%

0,0%
0,0%
0,0%

68,12 89,36 91,37
3% 3% 3%
0,8% 0,8% 0,8%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%
1,1% 1,1% 1,1%
0,3% 0,3% 0,3%
0,4% 0,4% 0,4%
0,1% 0,1% 0,1%
97,0% 97,0% 97,0%
37,1% 37,1% 37,1%
12,4% 12,4% 12,4%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
9,9% 9,9% 9,9%
7,9% 7,9% 7,9%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%



<

D1.1 D2.1 D3.1

Full tax pass-through SIMD1.1.I SIMD1.2.1 SIMD1.3.I SIMD1.4.1 SIMD2.1.I SIMD2.2.| SIMD2.3.I SIMD2.4.1 SIMD3.1.I SIMD3.2.] SIMD3.3.1 SIMD3.4.1

10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +

6 layer 6 layer 4 layer 6 layer 6 layer 4 layer 6layer 6 layer 4 layer

(penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye- (penyeder- (penye-  (penye-
hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan hanaan derhanaan derhanaan
rokok rokok  keduajenis) rokok rokok  keduajenis) rokok rokok  keduajenis)

mesin) tangan) mesin) tangan) mesin) tangan)
JasaKesehatan - Publik (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

JasaKesehatan - Swasta (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

A3. Sektor lain / belanja business as usual 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah

Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan
50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.

Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14

B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

_Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial - jg 700, 48759  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%  4875%
Waijib (sektor 49) — Daerah
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875%

AdministrasiPemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) — Daerah 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625%

AQm|n|stra5| Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea 2.5% 2.5% 25% 2.5% 25% 2.5% 25% 2.5% 25% 2.5% 25% 2.5%
Cukai (sektor 49)
B2. Sektor sasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B3. Sektor lain / belanja business as usual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C. Alokasibelanja dari penerimaan PPN rokok

Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
C1. Sektor wajib 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C2. Sektorsasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C3. Sektorlain /belanja business as usual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)
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4

Tabel A3.3 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.ll (pembiayaan kesehatan dan penyediaan layanan)

D1.11 D2.1I D3.1I
Full tax pass-through SIMD1.1.1I SIMD1.2.1l SIMD1.3.1l SIMD1.4.11 SIMD2.1.1l SIMD2.2.1l SIMD2.3.1l SIMD2.4.1l SIMD3.1.1l SIMD3.2.1l SIMD3.3.1l SIMD3.4.II
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6layer 6 layer 4 layer 6layer 6layer 4 layer 6layer 6layer 4 layer
(penyeder- (penyeder- (penye- (penyeder- (penyeder- (penye- (penyeder- (penyeder- (penye-
hanaan  hanaanrokok derhanaan hanaan  hanaanrokok derhanaan hanaan  hanaanrokok derhanaan
rokokmesin) tangan)  keduajenis) rokokmesin) tangan)  keduajenis) rokokmesin) tangan)  kedua jenis)
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun) 18,96 25,77 36,18 43,84 44,89 49,91 65,24 71,37 81,38 81,98 107,39 109,57
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 914
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
2,04 2,79 3,93 4,77 4,83 5,39 7,07 7,74 8,76 8,86 1,62 1,88

Belanja ke sektor wajib (Rp triliun)

pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 10,8% 10,8% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%

Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun) 15,21 20,79 29,35 35,61 36,03 40,21 52,73 57,78 65,39 66,08 86,68 88,63
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 80,2% 80,7% 81,1% 81,2% 80,3% 80,6% 80,8% 81,0% 80,4% 80,6% 80,7% 80,9%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun) 1,7 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 9,0% 8,5% 8,0% 7,9% 9,0% 8,6% 8,4% 8,2% 8,9% 8,6% 8,5% 8,3%
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Al. Sektor wajib 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Mesin (sektor 27)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor30)  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Waijib (sektor 49) — Daerah
Jasa Pendidikan (sektor 50) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 51) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 57) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%

A2. Sektor sasaran
49.5% 495% 49.5%

Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49) 49,5% 49 5% 49,5% 49 5% 495% 49,5% 49,5% 49,5% 49 5%

Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51) 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor19) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%

Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor
2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

42)
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D1.1l D2.11 D3.1I

Full tax pass-through SIMD1.1.1I SIMD1.2.1I SIMD1.3.1l SIMD1.4.11 SIMD2.1.11 SIMD2.2.1l SIMD2.3.1l SIMD2.4.11 SIMD3.1.1l SIMD3.2.11 SIMD3.3.1l SIMD3.4.II
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6layer 6layer 4 layer 6layer 6 layer 4 layer 6layer 6 layer 4 layer
(penyeder- (penyeder-  (penye- (penyeder- (penyeder-  (penye- (penyeder- (penyeder-  (penye-

hanaan  hanaanrokok derhanaan hanaan  hanaanrokok derhanaan hanaan  hanaanrokok derhanaan

rokokmesin) tangan)  keduajenis) rokokmesin) tangan)  keduajenis) rokokmesin) tangan)  keduajenis)

Sektor terkait program bantuan sosial:

IndustriMakanan dan Minuman (sektor 13) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah

Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan

50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun) 1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14

B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Waijib (sektor 49) — Daerah
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875%

AdministrasiPemerintahan - Dukungan JKN (sektor49) — Daerah 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625%

48,75%  48,75% 48,75%  48,75% 48,75%  48,75% 48,75%  48,75%  4875%  4875%  48,75%  48,75%

Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Cukai (sektor 49)
B2. Sektor sasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B3. Sektor lain / belanja business as usual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C. Alokasibelanja dari penerimaan PPN rokok
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
Cl. Sektor wajib 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C2.Sektorsasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)
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Tabel A3.4 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario E (program bantuan sosial)

El E2 E3
Full tax pass-through SIME1.1 SIME1.2 SIMEL3 SIME1.4 SIME2.1 SIME2.2 SIME2.3 SIME2.4 SIME3.1 SIME3.2 SIME3.3 SIME3.4
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6 layer 6layer 4 layer 6layer 6 layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer
(penyeder-  (penye- (penye- (penyeder-  (penye- (penye- (penyeder-  (penyeder- (penye-
hanaan derhanaan  derhanaan hanaan derhanaan  derhanaan hanaan hanaanrokok derhanaan
rokok rokok kedua jenis) rokok rokok kedua jenis) rokok tangan) kedua jenis)
mesin) tangan) mesin) tangan) mesin)
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun) 18,96 25,77 36,18 43,84 44,89 49,91 65,24 n,37 81,38 81,98 107,39 109,57
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp
1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14
triliun)
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
Belanja ke sektor wajib (Rp triliun) 2,04 2,79 3,93 4,77 4,83 5,39 7,07 7,74 8,76 8,86 1,62 11,88
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 10,8% 10,8% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%
Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun) 15,21 20,79 29,35 35,61 36,03 40,21 52,73 57,78 65,39 66,08 86,68 88,63
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 80,2% 80,7% 81,1% 81,2% 80,3% 80,6% 80,8% 81,0% 80,4% 80,6% 80,7% 80,9%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun) 1,7 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%) 9,0% 8,5% 8,0% 7,9% 9,0% 8,6% 8,4% 8,2% 8,9% 8,6% 8,5% 8,3%
A. Alokasi belanja dari penerimaan cukai rokok
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun) 15,69 21,43 30,26 36,71 37,15 41,45 54,36 59,57 67,41 68,12 89,36 91,37
Al. Sektor wajib 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor19) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Pemasangan Mesin (sektor 27)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
(sektor 30)
JasaInformasi dan Komunikasi(sektor 42) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah
Jasa Pendidikan (sektor 50) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
JasaKesehatan danKegiatan Sosial - Publik (sektor 57) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor
5) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
A2. Sektor sasaran 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(sektor 49)
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 57) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor 19) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK
(sektor42) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
sektor
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El E2 E3
Full tax pass-through SIME1.1 SIME1.2 SIMEL3 SIMEL.4 SIME2.1 SIME2.2 SIME2.3 SIME2.4 SIME3.1 SIME3.2 SIME3.3 SIME3.4
10% 10% + 10% + 10% + 25% 25% + 25% + 25% + 50% 50% + 50% + 50% +
6 layer 6 layer 4 layer 6layer 6layer 4 layer 6 layer 6layer 4 layer
(penyeder-  (penye- (penye- (penyeder-  (penye- (penye- (penyeder-  (penyeder- (penye-
hanaan derhanaan  derhanaan hanaan derhanaan  derhanaan hanaan hanaanrokok derhanaan
rokok rokok kedua jenis) rokok rokok kedua jenis) rokok tangan) kedua jenis)
mesin) tangan) mesin) tangan) mesin)
Sektor terkait program bantuan sosial:
IndustriMakanan dan Minuman (sektor13) 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50) 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50) 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 57) 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51) 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

B. Alokasibelanja daripenerimaan pajak rokok daerah

Catatan: Pemerintah pusat (Bea Cukai) menahan 2,5% dari PRD (Rp triliun) untuk penegakan hukum kepabeanan & dan cukai berdasarkan PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan

dialokasikan 50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan—/Kesehatan/Dukungan JKN.

Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp

1,57 2,14 3,03 3,67 3,71 4,15 5,44 5,96 6,74 6,81 8,94 9,14
triliun)
B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75% 48,75%

48,75% 48,75%
Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) —
12,1875%  12,1875%  12,1875%  12,1875%  12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875% 12,1875%  12,1875%

Daerah
Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49)
36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,56625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625% 36,5625%

— Daerah
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
/ Bea Cukai (sektor 49)
B2. Sektor sasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

B3. Sektor lain / belanja business as usual

C. Alokasibelanja dari penerimaan PPN rokok

Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun) 1,71 2,20 2,89 3,47 4,03 4,31 5,45 5,85 7,23 7,04 9,09 9,06
C1. Sektorwajib 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C2. Sektorsasaran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C3. Sektorlain / belanja business as usual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)

<< 5B »






cisdit

JI. Probolinggo No.40C 1, RT./RW.2, Kec. Gondangdia,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
lbukota Jakarta 10350



